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ABSTRAK  

PENGARUH TINGKAT PENDAPATAN, PENDIDIKAN DAN          

SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN                

MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN                        

PERKOTAAN DAN PEDESAAN (PBB-P2)                                                

(Studi Kasus: Kec. Batang Serangan)  

  

Dea Anjarwati Br. Tarigan  

Program Studi Akuntansi  

Email: deatarigan33@gmail.com   

  

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh tingkat pendapatan, tingkat 

pendidikan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar 

Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PBB-P2) di Kecamatan 

Batang Serangan, Kabupaten Langkat. Data dikumpulkan melalui kuesioner yang 

disebarkan kepada 100 responden yang merupakan wajib pajak PBB-P2. Metode 

analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda dengan bantuan 

perangkat lunak SmartPLS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat 

pendapatan dan pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan 

wajib pajak, sedangkan sanksi perpajakan juga berkontribusi terhadap peningkatan 

kepatuhan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa peningkatan kesadaran akan 

pentingnya pajak dan pemahaman tentang sanksi dapat mendorong kepatuhan wajib 

pajak.  

  

Kata Kunci: Kepatuhan Wajib Pajak, Pajak Bumi dan Bangunan, Tingkat, Tingkat 

Pendidikan, SanksiPerpajakan.  
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ABSTRACT 

PENGARUH TINGKAT PENDAPATAN, PENDIDIKAN DAN          

SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN                

MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN                        

PERKOTAAN DAN PEDESAAN (PBB-P2)                                                

(Studi Kasus: Kec. Batang Serangan)  

  

Dea Anjarwati Br. Tarigan  

Program Studi Akuntansi  

Email: deatarigan33@gmail.com   

  

This study aims to analyze the influence of income level, education level, and tax 

sanctions on taxpayer compliance in paying Urban and Rural Land and Building 

Tax (PBB-P2) in Batang Serangan District, Langkat Regency. Data were collected 

through questionnaires distributed to 100 respondents who are PBB-P2 taxpayers. 

The analysis method used is multiple linear regression analysis with the aid of 

SmartPLS software. The results show that income and education levels have a 

positive and significant effect on taxpayer compliance, while tax sanctions also 

contribute to improving compliance. This study concludes that increasing awareness 

of the importance of taxes and understanding of sanctions can encourage taxpayer 

compliance.  

  

Keywords: Taxpayer Compliance, Land and Building Tax, Income Level, Education 

Level, Tax Sanctions 
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BAB I  

PENDAHULUAN  

1.1 Latar Belakang Masalah  

Pajak adalah iuran wajib yang dibayar oleh masyarakat sebagai kontribusi 

kepada negara atau pemerintah dalam bentuk uang atas pendapatan, properti, harga 

pembelian dan lain sebagainya. Sumber utama pendapatan pemerintah berasal dari 

penerimaan pajak. Penerimaan ini digunakan untuk membiayai berbagai program 

dan kegiatan pemerintah, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, 

kesehatan, dan layanan publik lainnya. Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan 

peraturan yang mendukung realisasi penerimaan pajak di Indonesia.  

Indonesia merupakan salah satu negara  berkembang yang memerlukan 

pembangunan yang merata dan penganut sistem desentralisasi yang dimana 

pemerintah pusat memberikan wewenang kepada daerah untuk mengurus dan 

mengatur wilayah pemerintahannya sendiri (Undang-undang no 23, 2014). Dalam 

hal ini, penerimaan pajak juga menjadi fokus utama bagi pemerintah daerah, yang 

dapat memungut pajak atas kegiatan ekonomis di daerahnya. Salah satu pajak yang 

dipungut oleh Pemerintah Daerah (Pemda) adalah Pajak Bumi dan Bangunan 

Perkotaaan dan Perdesaan (PBB-P2).  

Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PBB-P2) adalah 

pungutan wajib yang harus dibayarkan oleh individu atau badan yang memiliki atau 

memperoleh manfaat dari tanah dan bangunan. Pajak ini dikenakan karena adanya 

keuntungan atau kedudukan sosial ekonomi yang lebih baik bagi pemiliknya (PMK 

No.234 Tahun 2022).   
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Pajak Bumi dan Bangunan merupakan pungutan wajib yang dikenakan kepada 

individu atau badan yang memiliki hak atas tanah dan bangunan dengan dasar 

pengenaan pajak ini adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), yang ditetapkan 

berdasarkan harga pasar (Ma’ruf & Supatminingsih, 2020).  

Objek Pajak PBB-P2 mencakup dua kategori, yaitu Bumi dan Bangunan. 

Bumi mencakup tanah yang dimiliki atau dikuasai individu dan badan, sedangkan 

bangunan merujuk pada struktur yang terpasang secara permanen pada tanah. 

Namun, wilayah yang digunakan untuk perkebunan, perhutanan, dan pertambangan 

dikecualikan. Dua kategori objek pajak berbeda, yaitu objek pajak yang dikenakan  

PBB-P2 (termasuk bangunan komersial seperti hotel, apartemen, dan ruko) dan 

Objek pajak yang tidak dikenakan PBB-P2 (termasuk fasilitas umum dan ruang 

terbuka hijau).  

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) memiliki peranan yang sangat penting 

dalam pembangunan daerah dan negara, karena pajak PBB merupakan salah satu 

sumber pendapatan terbesar bagi daerah, pendapatan yang diperoleh dari PBB 

digunakan untuk membiayai berbagai program dan proyek pembangunan, seperti 

infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik lainnya. Melihat 

pentinya PBB-P2 ini, maka penerimaannya juga harus optimal dan tidak terlepas 

dari kepatuhan wajib pajak daerah itu sendiri. Kepatuhan sangat penting untuk 

mencapai penerimaan pajak suatu negara yang akan digunakan untuk pembangunan 

dan kesejahteraan umum. Seorang wajib pajak dianggap patuh jika mereka 

memenuhi semua kewajiban mereka dan melaksanakan hak perpajakan dengan baik 

(Dahrani et al., 2021).   

Menurut Rahayu (2017) dalam Hamilah & Fricilia (2023) kepatuhan wajib 

pajak adalah individu yang taat dan memenuhi dan melaksanakan kewajiban 
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perpajakan mereka sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang 

kaitannya terhadap ketentuan perpajakan yang berlaku. Selain itu,  kepatuhan wajib 

pajak juga dapat diartikan sebagai kondisi saat wajib pajak dimana dilakukan untuk 

pemenuhan keseluruhan kewajiban pajak mereka serta melakukan hak perpajakan 

(Meilita & Pohan, 2022).  

Kepatuhan wajib pajak merupakan salah satu pilar penting dalam sistem 

perpajakan yang berfungsi untuk memastikan bahwa setiap individu dan badan 

hukum memenuhi kewajiban pajaknya secara tepat waktu dan sesuai dengan 

peraturan yang berlaku. Kepatuhan wajib pajak berperan sebagai fondasi bagi 

pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik. Pajak yang dibayarkan oleh 

individu dan badan usaha menjadi sumber utama pendapatan negara, yang 

kemudian dialokasikan untuk berbagai program pembangunan. Dari jalan raya yang 

lebih baik hingga sekolah dan rumah sakit yang lebih memadai, semua itu tidak 

akan terwujud tanpa dukungan dari kepatuhan pajak masyarakat.  

Dengan adanya kepatuhan pajak dapat menciptakan iklim kepercayaan antara 

wajib pajak dan pemerintah. Ketika wajib pajak merasa bahwa kewajiban mereka 

dihargai dan diperlakukan secara adil oleh otoritas pajak, mereka cenderung lebih 

patuh. Ini juga menciptakan hubungan yang lebih baik antara pemerintah dan 

masyarakat, di mana kedua belah pihak saling menghargai.  

Selain itu, kepatuhan wajib pajak juga berhubungan dengan kesadaran dan 

pemahaman masyarakat tentang pentingnya membayar pajak. Edukasi mengenai 

peraturan perpajakan dan manfaat dari pembayaran pajak dapat meningkatkan 

kesadaran ini, sehingga masyarakat lebih memahami kontribusi mereka terhadap 

pembangunan sosial dan ekonomi. Dengan meningkatkan kesadaran akan 
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pentingnya kepatuhan pajak, kita tidak hanya meningkatkan penerimaan negara, 

namun juga mendorong kesejahteraan masyarakat, memperkuat hubungan 

kepercayaan terhadap pemerintah dan masyarakat, efesiensi dalam administrasi 

perpajakan, dan meningkatkan kesadaran wajib pajak lainnya. Dengan begitu, saat 

ini kepatuhan wajib pajak sangat menjadi salah satu focus utama bagi pemerintah 

dalam hal peningkatan pajak. Pada hal ini, banyak factor yang mempengaruhi 

kepatuhan wajib pajak, salah satunya adalah tingkat penghasilan atau pendapatan 

(Hamilah & Fricilia, 2023).  

Pendapatan adalah jumlah penghasilan yang diterima oleh pada anggota 

masyarakat untuk jangka waktu tertentu sebagai balas jasa atau factor-faktor 

produksi yang telah disumbangkakan (Danil, 2013). Selain itu, pengertian 

pendapatan didefinisikan sebagai seluruh penerimaan, baik berupa uang maupun 

barang, yang berasal dari pihak lain atau hasil industri, yang dinilai berdasarkan 

sejumlah uang dari harta yang berlaku saat itu (Suroto, 2000).  

Pendapatan juga dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, seperti pendapatan 

operasional yaitu dari kegiatan utama, pendapatan non-operasional yang berarti dari 

sumber lain, dan pendapatan pribadi yang diterima individu dari gaji, upah, atau 

keuntungan usaha. Pendapatan masyaraka juga merupakan hal yang memengaruhi 

perilaku wajib pajak, jika pendapatan wajib pajak tinggi maka tingkat kepatuhan 

wajib pajak juga tinggi dan begitu sebaliknya (Hamilah & Fricilia, 2023).  

Ketika wajib pajak bekerja dan menghasilkan uang, prioritas utama biasanya 

adalah memenuhi kebutuhan dasar untuk diri sendiri dan keluarga (kebutuhan 

primer), dan sisi lain sebagai warga negara yang baik, mereka juga memiliki 

kewajiban untuk membayar pajak kepada negara. Sehingga, ketika wajib pajak 

memiliki tingkat penghasilan yang rendah, wajib pajak akan lebih memilih untuk 
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memenuhi kebutuhannya terlebih dahulu.  Kesenjangan antara pendapatan dan 

pemenuhan kebutuhan ini yang membuat wajib pajak menyampingkan kewajiban 

perpajakannya sehingga menyebabkan penumpukan utang pajak. Penyampingan 

kewajiban perpajakan dan penumpukan utang pajak inilah yang nantinya 

menentukan kepatuhan wajib pajak menurun. Selain tingkat pendapatan, tingkat 

pendidikan juga berpengaruh terhadap kepatuhan perpajakan (Hamilah & Fricilia, 

2023).  

Pendidikan merupakan usaha kegiatan untuk meningkatkan pengetahuan 

umum seseorang termasuk di dalamnya teori untuk memutuskan 

persoalanpersoalan yang menyangkut kegiatan pencapalian tujuan (Hidayat & 

Nurasyiah, 2017). Selain itu, pendidikan juga dapat diartikan juga tingkat 

pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat peserta 

didik, tujuan yang akan dicapai dan perkembangan kemauan yang dikembangkan 

(Hamilah & Fricilia, 2023). Tingkat pendidikan juga sering kali diukur berdasarkan 

sistem pendidikan formal yang diakui secara luas.  

Motivasi intrinsik yang muncul dari dalam diri individu merupakan bagian 

dari kesadaran. Dalam keadaan tertentu, tingkat kesadaran seseorang juga dapat 

dipengaruhi oleh Tingkat Pendidikan. Tingkat pendidikan dapat dikategorikan 

menjadi dua kelompok utama: pendidikan rendah dan pendidikan tinggi. Tingkat 

pendidikan rendah mencakup jenjang pendidikan dasar dan menengah pertama 

(SD-SMP) dan tingkat pendidikan tinggi mencakup dua jenjang pendidikan yaitu 

jenjang pendidikan menengah akhir dan perguruan tinggi (SMA/SMK – 

Diploma/S1/S2/dsb) (Arikunto, 2020).  

Tingkat Pendidikan yang tinggi biasanya memiliki pola pikir dan tingkah laku 

yang lebih maju dan berkembang (Umah & Riduwan, 2022). Pendidikan tentang 
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pajak dapat membantu generasi memahami lebih baik peran pajak dalam 

pembangunan dan bagaimana mereka dapat berkontribusi sebagai wajib pajak. 

Sehingga yang diharapkan, semakin tinggi tingkat Pendidikan masyarakat maka 

akan meningkatkan pemahamannya dalam memahami ketentuan perpajakan 

negara.   

Dengan pengetahuan secara menyeluruh diharapkan dapat meningkatkan 

kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak dan  dapat mendorong individu 

untuk mengembangkan pola pikir yang lebih positif, sehingga kedepannya dapat 

memberikan efek yang lebih baik terhadap kewajiban perpajajakannya. Sehingga 

semakin tinggi tingkat pendidikan wajib pajak semakin tinggi pula tingkat 

kepatuhan wajib pajaknya (Widiarti & Subekti, 2022). Namun, selain itu, persepsi 

wajib pajak terhadap sanksi pajak juga ikut andil dalam kepatuhan wajib pajak 

(Ma’ruf & Supatminingsih, 2020).  

Sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar 

aturan perpajakan dan sanksi akan diberikan pada wajib pajak yang tidak patuh 

dengan aturan yang berlaku (Esti Rizqiana & Wahyu, 2017). Menurut (Mardiasmo,  

2011:59) dalam (Gusar, 2015) Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa peraturan 

perundang-undangan yang berkaitan dengan pajak akan diikuti, dipatuhi, atau 

diterapkan. Dengan kata lain, sanksi perpajakan berfungsi sebagai cara untuk 

mencegah wajib pajak dari melanggar peraturan perpajakan.  

Selain itu, Sanksi pajak merupakan salah satu factor yang mempengaruhi 

kepatuhan wajib pajak, karena fungsi sanksi adalah digunakan sebagai cara untuk 

mengatur sekelompok populasi untuk memenuhi aturan yang ditentukan (Yusnidar  

et al., 2015).  
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Dengan adanya sanksi, diharapkan untuk memberikan efek jera kepada 

pelanggar. Harapannya, dengan adanya konsekuensi yang jelas dan tegas, 

wajibpajak akan berpikir dua kali sebelum melanggar peraturan perpajakan, 

sehingga menurunkan angka pelanggaran di masa mendatang. Selain itu, sanksi 

juga berfungsi untuk menegakkan keadilan di antara wajib pajak, sehingga mereka 

yang patuh tidak merasa dirugikan oleh mereka yang melanggar dan sanksi 

bertujuan untuk melindungi pendapatan negara dari tindakan curang dan 

penggelapan.  

Sanksi yang diberikan pada wajib pajak yang tidak taat pajak terbagi dua, 

yaitu sanksi administrasi dan pidana. Sanksi admistrasi  meliputi denda, bunga, dan 

kenaikan. Selain itu, sanksi pidana: Dikenakan untuk pelanggaran berat yang 

merugikan pendapatan negara.   

Dengan memahami risiko dan konsekuensi dari ketidakpatuhan, diharapkan 

masyarakat akan lebih proaktif dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka. 

Semakin tinggi sanksi yang diterapkan, semakin besar kemungkinan wajib pajak 

untuk mematuhi kewajiban perpajakan mereka (Ma’ruf & Supatminingsih, 2020).  

Dengan adanya sanksi ini pemerintah mengharapkan akan lebih 

meningkatkan kepatuhan dalam membayar pajak, sehingga dapat meningkatkan 

penerimaan pajak dan terwujudnya perencanan-perencanaan mengenai 

pembangunan.   

Batang Serangan merupakan salah satu Kecamatan di wilayah Kabupaten 

Langkat yang merupakan pemekaran dari Kecamatan Padang Tualang dengan luas 

wilayah 899,38 Km² dan terdiri dari tujuh desa dan satu kelurahan. Kecamatan 

Batang Serangan menempati urutan kesembilan kecamatan terluas dari dua puluh 
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tiga kecamatan di Kabupaten Langkat, dengan begitu pemungutan Pajak Bumi dan 

Bangunan (PBB) di Kecamatan ini haruslah maksimal sehingga dapat 

meningkatkan penerimaan pajak. Dalam pemungutan pajak, Kecamatan Batang 

Serangan memiliki otoritas dalam pemungutan pajaknya dengan mendelegasikan 

tugas kepada setiap Desa.  

Atas pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan tersebut, berikut data target dan 

realisasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Kecamatan Batang Serangan:  

Tabel 1.1 Target dan Realisasi PBB Kec. Batang Serangan 

Tahun  Target  Realisasi  Persentase  

2020  Rp. 350.000.000  Rp. 377.630.851  107,98%  

2021  Rp. 350.000.000  Rp. 384.259.433  109,79%  

2022  Rp. 360.000.000  Rp. 410.210.633  113,95%  

2023  Rp. 870.000.000  Rp. 604.874.603  69,53%  
2024  Rp. 760.000.000  Rp. 525.536.408  69,15%  

Sumber: Badan Pendapatan Kab. Langkat  

Dari data di atas, dapat dilihat bahwa realisai pajak bumi dan bangunan di  

Kec. Batang Serangan pada tahun 2023 dan 2024 tidak tercapai. Dimana pada tahun  

2023  targetnya  sebesar  Rp.870.000.000  dengan  realisasinya  sebesar  

Rp.604.874.603 yang bila dipersentasekan sebesar 69,53% dari target. Selain itu, 

pada tahun 2024 targetnya sebesar Rp. 760.000.000 dengan realisasi sebesar Rp. 

525.536.408 atau 69,15% dari target. Dari hal ini dapat ditarik benang merah, 

bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak PBB di Kecamatan Batang Serangan 

mengalami penurunan.  

Mengutip dari Ariwangsa & Kariyani (2022) bahwa ketika realisasi 

penerimaan pajak menurun, hal ini sering kali mencerminkan rendahnya kepatuhan 

wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Ini diungkapkan 

karena tidak tercapainya target penerimaan pajak menunjukkan tingkat kepatuhan 
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yang rendah. Penurunan yang terjadi menunjukkan bahwa pemerintah menghadapi 

tantangan dalam meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang 

kewajiban perpajakannya.  

Untuk mengetahui tinggi rendahnya kepatuhan wajib pajak, peneliti 

melakukan survey awal kepada masyarakat terkait kepatuhan wajib pajak, berikut 

adalah hasil survey tersebut:  

Tabel 1.2 Hasil Survey Awal  

No.  Pertanyaan  Iya  Tidak  
1.  Apakah anda memiliki pendapatan/penghasilan setiap 

bulannya?  
16  5  

2.  Apakah pendapatan Anda kisaran Rp. 0 s/d Rp. 

1.500.000 ?  
13  8  

3.  Apakah pendapatan anda kisaran  

Rp. 1.500.001 s/d Rp. 3.000.000 ?  
2  19  

4.  Apakah pendapatan anda kisaran  

Rp. 3.000.001 s/d Rp. 5.000.000 ?  
1  20  

5.  Apakah pendapatan anda diatas Rp.5.000.000?  0  21  

6.  Apakah tingkat pedidikan terakhir anda; Tidak 

Sekolah – SD Sederajat?  
4  18  

7.  Apakah tingkat pedidikan terakhir anda SMP Sederajat ?  9  12  

8.  Apakah tingkat pedidikan terakhir anda SMA/SMK  
Sederajat ?  

7  14  

9.  Apakah tingkat pedidikan terakhir anda Diploma, S1,S2 

dsb ?  
1  20  

10.  Apakah anda mengetahui sanksi Pajak Bumi dan 

Bangunan ?  
13  8  

No.  Pertanyaan  Iya  Tidak  

11.  Apakah anda mengetahui berapa besaran sanksi Pajak 

Bumi dan Bangunan ?  
7  14  

12.  Apakah sanksi Pajak Bumi dan Bangunan mempengaruhi 

keputusan Anda untuk membayar pajak tepat waktu?  
8  13  

  

Dari survey awal yang dilakukan penulis kepada Wajib Pajak PBB di 

Kecamatan Batang dan terdapat 21 responden. Dari survey tersebut dapat dilihat 

bahwa  pendapatan masyarakat masih relatif rendah yaitu dibawah Rp.1.500.000 

perbulan. Pendapatan yang rendah memicu kepatuhan wajib pajak dalam membayar 
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kewajiban perpajakannya dan cenderung lebih mementingkan  kebutuhan 

primernya terlebih dahulu (Soesatyo, 2015).   

Selanjutnya, tingkat pendidkan wajib pajak PBB juga rendah, yaitu SMP 

Sederajat. Tingkah laku dan cara berpikir yang lebih maju dan berkembang biasanya 

dikaitkan dengan tingkat pendidikan yang tinggi. Semakin tinggi tingkat pendidikan 

akan semakin tinggi pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh seseorang. 

Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang biasanya semakin tinggi pula tingkat 

kepatuhan seseorang untuk melaksanakan kewajiban membayar pajaknya (Utama 

et al., 2023).  

Sejalan dengan pendidikan, banyak wajib pajak yang mengabaikan sanksi 

pajak PBB karena masyarakat hanya mengetahui adanya sanksi pajak tanpa 

mengetahui besaran sanksi tersebut sehingga memicu persepsi mengenai sanksi 

pajak tidak dilakukan secara tegas. Sanksi perpajakan membantu wajib pajak 

menghindari melanggar undang-undang perpajakan. Dengan kata lain, sanksi 

perpajakan menjamin bahwa undang-undang perpajakan akan diikuti, dipatuhi, dan 

dipatuhi. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi sanksi pajak maka tingkat 

kepatuhannya semakin meningkat (Ma’ruf & Supatminingsih, 2020).  

Dari pemaparan latar belakang dan beberapa fenomena terkait Pajak Bumi dan 

Bangunan di atas, maka penulis tertarik dan akan melakukan penelitian dengan 

judul: “Pengaruh Tingkat Pendapatan, Tingkat Pendidikan Dan Sanksi 

Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Membayar Pajak Bumi Dan  

Bangunan Perkotaan Dan Perdesaan (PBB-P2). (Studi Kasus: Pada 

Kecamatan Batang Serangan Kab. Langkat)”.  
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1.2 Identifikasi Masalah  

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka identifikasi masalah pada 

penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Wajib pajak dengan pendapatan rendah merasa kesulitan untuk membayar PBB-

P2.  

2. Tingkat pendidikan wajib pajak yang rendah cenderung kurang memahami 

pentingnya membayar pajak.  

3. Banyak wajib pajak yang tidak mengetahui besaran sanksi pajak.  

1.3 Rumusan Masalah  

Berdasarkan uraian identifikasi masalah diatas, maka rumusan masalah pada 

penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Apakah tingkat pendapatan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak 

PBBP2 di Kecamatan Batang Serangan?  

2. Apakah tingkat pendidikan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak 

PBBP2 di Kecamatan Batang Serangan?  

3. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak PBB- 

P2 di Kecamatan Batang Serangan?  

1.4 Tujuan Penelitian  

Dari rumusan masalsah diatas, dapat dibuat tujuan dari penelitian ini adalah 

sebagai berikut:  

1. Untuk mengetahui apakah tingkat pendapatan berpengaruh terhadap kepatuhan 

wajib pajak PBB-P2 di Kecamatan Batang Serangan.  
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2. Untuk mengetahui apakah tingkat pendidikan berpengaruh terhadap kepatuhan 

wajib pajak PBB-P2 di Kecamatan Batang Serangan.  

3. Untuk mengetahui apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan 

wajib pajak PBB-P2 di Kecamatan Batang Serangan.  

1.5 Manfaat Penelitian  

Adapun manfaat yang ingin dicapai peneliti dalam penelitian ini adalah :  

1. Bagi Penulis  

Penulis dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang faktor-faktor 

yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, khususnya dalam konteks PBB-

P2. Penelitian ini juga dapat membantu penulis meningkatkan kemampuan 

mereka dalam pengumpulan dan analisis data serta penggunaan metode 

statistik.   

2. Bagi Akademis  

Penelitian ini memberikan kontribusi pada literatur perpajakan dengan 

menyoroti pengaruh pendidikan, pendapatan, dan sanksi perpajakan terhadap 

kepatuhan wajib pajak. Sehingga pada penelitian selanjutnya dapat lebih dalam 

tentang kepatuhan pajak atau faktor-faktor lain yang mempengaruhi.   

3. Bagi Penulis Selanjutnya  

Penelitian ini dapat menjadi panduan bagi peneliti selanjutnya dalam 

merancang metodologi penelitian yang serupa, termasuk teknik pengumpulan 

data dan analisis statistic untuk selanjutnya dapat menggunakan hasil penelitian 

ini untuk mengidentifikasi variabel baru yang mungkin berpengaruh terhadap 

kepatuhan wajib pajak yang belum diteliti sebelumnya. 
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BAB II  

KAJIAN PUSTAKA  

2.1 Landasan Teori  

2.1.1 Teori Atribusi  

Pelopor teori atribusi ialah Heider yang menguraikan tentang perilaku 

individu. Heider mengatakan bahwa setiap orang adalah seorang ilmuan semu 

(pseudo scientist) yang selalu berusaha mencari dan mengidentifikasi informasi 

yang berkaitan dengan alasan seseorang melakukan sesuatu. Dengan kata lain, teori 

atribusi menegaskan bahwa seseorang berusaha menjelaskan alasan seseorang atau 

dirinya sendiri melakukan sesuatu (Meilita & Pohan, 2022).  

Menurut (Michael & Dixon, 2019) mengenai teori atribusi yang menjelaskan 

bagaimana orang menilai orang berdasarkan makna yang dikaitkan dengan perilaku 

tertentu.  

Teori ini menjelaskan bagaimana perilaku seseorang atau orang lain 

dipengaruhi oleh faktor eksternal, seperti tekanan keadaan atau situasi yang dapat 

memengaruhi tindakannya, atau faktor internal, seperti sifat, karakter, dan sikap (Dr. 

Jan Hoesada, 2022).   

Dari beberapa pengertian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Teori atribusi 

adalah sebuah konsep psikologi yang menjelaskan bagaimana individu 

menerangkan dan memberikan makna terhadap perilaku orang lain dan diri mereka 

sendiri yang digunakan untuk menentukan penyebab dari suatu tindakan atau 

kejadian.  

Alasan pemilihan teori ini adalah kemauan wajib pajak untuk membayar pajak  
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bumi dan bangunan terkait dengan persepsi wajib pajak dalam membuat penilaian 

terhadap pajak bumi dan bangunan itu sendiri. Persepsi seseorang untuk membuat 

penilaian mengenai sesuatu sangat dipengaruhi oleh kondisi internal maupun 

eksternal dari orang tersebut. Jadi teori atribusi sangat relevan untuk menerangkan 

maksud tersebut.  

 Teori atribusi juga relevan menjelaskan variabel yang mempengaruhi 

kepatuhan wajib pajak yang digunakan pada model penelitian ini karena perilaku 

individu untuk memenuhi kewajiban pajak ditentukan oleh keadaan, baik dari 

faktor eksternal seperti sanksi pajak. Selain faktor internal, seperti tingkat 

pendapatan dan pendidikan.  Seseorang dengan pendapatan dan pendidikan yang 

tinggi cenderung memiliki pemahaman yang lebih baik daripada orang dengan 

pendapatan dan pendidikan yang lebih rendah.  Kemudian sanksi perpajakan datang 

dari otoritas luar, seperti Direktorat Jenderal Pajak, karena tidak mematuhi 

peraturan perpajakan.  Oleh karena itu, penyebabnya berasal dari aturan atau 

tekanan dari luar, bukan sifat atau kepribadian.  Keputusan wajib pajak untuk taat 

atau tidak taat dapat dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Tanggapan 

seseorang dalam menilai suatu hal berasal dari faktor internal dan eksternal yang 

mendorong untuk mengambil keputusan dalam melakukan tindakan. Hal tersebut 

berarti, pemenuhan kewajiban perpajakan sangat bergantung dari keputusan yang 

diambil oleh masing-masing wajib pajak. 

2.1.2 Pajak  

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2007  Pajak 

adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan 

yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan 
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imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi 

sebesarbesarnya kemakmuran rakyat.  

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau 

badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, engan tidak 

mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi 

sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Hantono & Sianturi, 2021). Menurut 

Kartasapoetra et al., (1989) pajak adalah iuran dari rakyat/penduduk kepada kas 

Negara. Atau dalam kata lain merupakan peralihan sebagian kecil hasil kekayaan 

dari sektor swasta ke sektor pemerintah berdasarkan undang-undang.  

Pajak adalah pungutan dari masyarakat oleh Negara (Pemerintah) berdasarkan 

undang-undang yang bersifat dapat dipaksakan dan tergantung oleh yang wajib 

membayarnya dengan tidak mendapat kanprestasi kembali secara langsung, yang 

hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dalam penyelenggaraan 

pemerintah dan pembangunan (Hafsah & Loka, 2021).  

Disamping sebagai iuran yang dapat dipaksakan maka pajak juga 

dipergunakan bagi Negara untuk pembangunan. Semakin besar pajak yang diterima 

suatu Negara maka semakin tinggi kesempatan negera tersebut untuk membangun 

dan memfasilitasi berbagai kesempatan untuk mengembangkan Negara tersebut 

(Saragih, 2014).  

Dari beberapa definisi pajak diatas, dapat disimpulkan bahwa pajak adalah 

kontribusi wajib yang harus dibayarkan oleh individu atau badan kepada negara, 

yang bersifat memaksa dan diatur oleh undang-undang dan tidak memberikan 

imbalan langsung, namun digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah 

serta kepentingan umum.  
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2.1.3 Pajak Derah  

Menurut Suandy (2009:41) dalam (Hanum & Ultari, 2019) pajak daerah 

adalah pajak yang wewenang pemungutannya ada pada Pemerintah Daerah yang 

pelaksanaannya dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah. Menurut (Kartasapoetra 

et al., 1989) pajak daerah adalah pungutan oleh daerah atas persetujuan atau 

pelimpahan wewenang oleh pemerintah pusat.  

Pajak Daerah menjadi salah satu komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

yang bertujuan untuk membiayai penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah, 

pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan serta berdaya guna untuk 

meningkatkan taraf hidup masyarakat (Roja et al., 2022).  

Dari beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa pajak daerah 

adalah pajak yang ditetapkan dan dipungut oleh pemerintah daerah melalui  

Peratutran Daerah (PERDA) dan dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam 

meningkatkan  pendapatan daerah  untuk melaksanakan penyelenggaraan 

pemerintah dan pembangunan.  

2.1.3.1 Jenis-Jenis Pajak Daerah  

Dalam wewenang pemungutan pajak atas objek pajaknya, pajak daerah dibagi 

menjadi dua, yaitu Pajak Daerah yang dipungut oleh Provinsi dan Pajak Daerah 

yang dipungut oleh Kabupaten/Kota. Dalam hal ini, disebutkan bahwa jenis-jenis 

Pajak Daerah yang dipungut oleh Provinsi dan Kabupaten/Kota adalah sebagai 

berikut:  

1. Pajak Daerah Provinsi:  

a. PKB;  

b. BBNKB;  
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c. PAB;  

d. PBBKB;  

e. PAP;  

f. Pajak Rokok; dan  

g. Opsen Pajak MBLB.  

2. Pajak Daerah Kabupaten/Kota:  

a. PBB-P2;  

b. BPHTB;  

c. PBJT;  

d. Pajak Reklame;  

e. PAT;  

f. Pajak MBLB;  

g. Pajak $arang Burung Walet;  

h. Opsen PKB; dan  

i. Opsen BBNKB.  

Dalam ketentuannya, daerah dilarang memungut pajak selain jenis pajak yang 

disebutkan di atas. jenis pajak tersebut dapat ditolak jika potensinya kurang 

memadai atau disesuaikan dengan kebijakan daerah yang ditetapkan oleh peraturan 

daerah (Azhari AzizSamudra, 2015).  

2.1.3.2 Karakteristik Pajak Daerah  

Pajak daerah memiliki karakteristik yang melekat, berikut ini adalah beberapa 

karakteristik pajak daerah:  

1. Dua sumber utama pajak daerah adalah pajak asli daerah yang berasal dari 

kegiatan ekonomi lokal dan pajak yang merupakan bagian dari pendapatan 
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negara yang dialokasikan dan diberikan kepada daerah untuk digunakan sebagai 

pajak daerah.  

2. Pajak daerah hanya terbatas pada wilayah administratif yang menjadi tanggung 

jawab pemerintah daerah. Setiap daerah memiliki otoritas untuk mengelola dan 

memungut pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku di wilayahnya dan 

hasilnya digunakan untuk membiayai urusan rumah tangga daerah itu.  

3. Banyak urusan rumah tangga di tingkat lokal dibiayai oleh pajak daerah, 

termasuk biaya untuk menjalankan fungsi pemerintah sebagai badan hukum dan 

mendukung pembangunan dan pelayanan publik di tingkat lokal.  

4. Pajak daerah dipungut sesuai dengan peraturan daerah (PERDA) yang telah 

ditetapkan. Untuk kepentingan bersama dan pengembangan daerah, pajak 

daerah dapat dipaksakan kepada semua wajib pajak yang berada dalam wilayah 

administratif daerah tersebut.  

2.1.3.3 Sistem Pemungutan Pajak  

Sistem pemungutan pajak di Indonesia terdiri Self Assessment System, Official 

Assessment System dan Withholding System. Sistem ini memiliki karakteristik dan 

mekanisme yang berbeda dalam pengumpulan pajak, berikut penjelasannya:  

1. Self Assessment System : Dalam sistem ini, wajib pajak memiliki tanggung 

jawab untuk menghitung, melaporkan, dan membayar pajak yang terutang. 

Wajib pajak harus secara mandiri menentukan besaran pajak berdasarkan 

penghasilan atau objek pajak yang dimiliki.  Menurut Hafsah (2012) dalam 

(Ammy, 2022) Dengan diperkenalkannya self assessment system sebagai 

pengetahuan perpajakan yang memadai merupakan salah satu syarat yang harus 

dimiliki Wajib Pajak agar dapat memenuhi kewajiban perpajakannya dengan 
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baik dan benar, sehingga informasi yang cukup tentang hak dan kewajiban 

Wajib Pajak harus disosialisasikan secara luas dan lengkap. Beberapa ciri dari 

sistem ini adalah:  

a. Kemandirian Wajib Pajak: Wajib pajak bertanggung jawab penuh atas 

perhitungan dan pelaporan pajaknya.  

b. Pelaporan Berkala: Wajib pajak diwajibkan untuk melaporkan pajaknya 

secara berkala sesuai dengan ketentuan yang berlaku.  

c. Pengawasan oleh Pemerintah: Meskipun wajib pajak melakukan 

perhitungan sendiri, pemerintah tetap melakukan pengawasan untuk 

memastikan kepatuhan dan akurasi laporan.  

2. Official Assessment System : Dalam system ini, petugas pajak yang menentukan 

besaran pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak. Wajib pajak bersifat pasif 

dan hanya menunggu pemberitahuan mengenai jumlah pajak yang ditetapkan.  

Sistem ini umumnya diterapkan pada pajak daerah seperti Pajak Bumi dan 

Bangunan (PBB). Beberapa ciri-ciri dari system ini adalah:  

a. Petugas Pajak Menghitung Pajak Terutang: Dalam sistem ini, besarnya 

pajak yang harus dibayar ditentukan oleh petugas pajak, bukan oleh wajib 

pajak itu sendiri.  

b. Wajib Pajak Bersifat Pasif: Wajib pajak tidak aktif dalam proses perhitungan 

pajak; mereka hanya menunggu hasil perhitungan dan  

penetapan dari pihak fiscus.  

c. Pajak Terutang Muncul Setelah Surat Ketetapan Pajak Diterbitkan: 

Kewajiban pajak baru akan timbul setelah petugas pajak menerbitkan Surat 

Ketetapan Pajak (SKP) yang menyatakan jumlah pajak terutang.  
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d. Hak Penuh Pemerintah dalam Penentuan Besaran Pajak: Pemerintah 

memiliki hak penuh untuk menentukan besaran pajak yang harus 

dibayarkan, termasuk menetapkan nilai jual objek pajak (NJOP) yang 

menjadi dasar perhitungan.  

3. Withholding System : Sistem ini melibatkan pemotongan atau pemungutan 

pajak oleh pihak ketiga sebelum pembayaran dilakukan kepada wajib pajak. 

Pihak ketiga ini biasanya adalah pemberi kerja atau lembaga keuangan yang 

bertanggung jawab untuk memotong pajak dari penghasilan yang diterima oleh 

wajib pajak. Beberapa ciri dari sistem ini adalah:  

a. Pemotongan Pajak di Sumbernya: Pajak dipotong langsung dari penghasilan 

sebelum diterima oleh wajib pajak.  

b. Penyetoran oleh Pihak Ketiga: Pihak yang melakukan pemotongan 

bertanggung jawab untuk menyetorkan pajak tersebut ke kas negara.  

c. Kemudahan bagi Wajib Pajak: Dengan adanya pemotongan di sumbernya, 

wajib pajak tidak perlu repot menghitung dan membayar sendiri, sehingga 

meminimalisir risiko keterlambatan pembayaran.  

2.1.4 Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan (PBB-P2)  

2.1.4.1 Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan 

Perdesaan (PBB-P2)  

Pajak bumi dan bangunan adalah pajak yang dikenakan atas harta tak bergerak 

berupa tanah atau bangunan. Bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang 

ada di bawahnya, serta perairan pedalaman dan laut di wilayah Indonesia, 

sedangkan bangunan merupakan konstruksi Teknik yang dibangun diatas tubuh 

bumi atau perairan (Azhari AzizSamudra, 2015).  
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Pajak Bumi dan Banunan merupakan pajak yang bersifat objektif, artinya 

besaran pajak yang terutang ditentukan berdasarkan objek pajak itu sendiri, yaitu 

bumi dan bangunan, tanpa mempertimbangkan siapa subjek pajaknya (Ma’ruf & 

Supatminingsih, 2020).  

Dari pengertian diatas, maka pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang 

dikenakan atas kepemilikan dan pemanfaatan tanah serta bangunan di Indonesia dan 

wajib yang harus dibayarkan oleh individu atau badan yang memiliki hak atas tanah 

dan bangunan, yang memberikan keuntungan atau kedudukan sosial ekonomi bagi 

mereka.m Adapun objek Pajak Bumi dan Bangunan berupa:  

1. Bumi: Tanah yang dimiliki, dikuasai, atau dimanfaatkan, termasuk ladang, 

kebun, sawah, dan tambang.  

2. Bangunan: Konstruksi permanen seperti rumah tinggal, gedung bertingkat, dan 

bangunan untuk usaha.  

Subjek Pajak Bumi dan Bangunan adalah orang pribadi atau badan yang 

secara nyata mempunyai hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat dari bumi, 

serta memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat dari bangunan. Kawasan 

yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan 

umumnya tidak termasuk dalam subjek pajak PBB-P2.  

Dasar pengenaan PBB-P2 adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), yang 

ditetapkan oleh kepala daerah setiap tahun. NJOP dihitung berdasarkan nilai pasar 

atau transaksi jual beli yang wajar.  Tarif maksimum yang dapat dikenakan untuk 

PBB-P2 adalah 0,5% dari NJOP setelah dikurangi NJOPTKP. Namun, tarif ini dapat 

bervariasi tergantung pada peraturan daerah masing-masing.   
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2.1.4.2 Subjek PBB-P2  

Subjek pajak bumi dan bangunan adalah individu atau entitas yang benarbenar 

memiliki, menguasai, memanfaatkan, dan memperoleh manfaat dari tanah dan 

bangunan tersebut. Seseorang yang memiliki atau menyewa tanah atau bangunan 

juga merupakan subjek pajak karena keduanya sama-sama memperoleh manfaat 

dari tanah dan bangunan tersebut.  

Pengenaan subjek pajak juga dibuktikan dengan hak atas tanah, yang 

dibuktikan dengan pengelolaan tanah dan sertifikat hak tanah yang dapat dijadikan 

NJOP. Sebagaimana diketahui, NJOP berfungsi sebagai dasar untuk pengenaan 

pajak bumi dan bangunan; semakin besar NJOP, semakin besar penetapan pajak 

PBB yang harus dibayar oleh para wajib pajak. Ukuran NJOP tergantung pada hasil 

penilaian lapangan, terutama petugas pendataan dan penilaian (Darwin, 2013). .  

2.1.4.3 Objek PBB-P2  

Menurut Azhari AzizSamudra (2015) objek PBB-P2 adalah bangunan yang 

dimiliki, dikuasai, atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan kecuali 

kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan perhutanan dan 

pertambangan.Selain itu pengajuan objek pajak bumi dan bangunan pedesaan dan 

perkotaan adalah:  

1. Digunakan oleh pemerintah dan daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan.  

2. Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang 

peribadahan, social, kesehatan, pendidikan, kuburan, peninggalan purbakala 

dan lain sebagainya.  

3. Merupakan hutan lindung hutan suaka alam hutan wisata taman nasional dan 

tanah penggembalaan yang dikuasai desa.  
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4. Digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas 

perlakuan timbal balik dan dipergunakan oleh badan atau perwakilan lembaga 

internasional yang ditetapkan dengan peraturan Menteri Keuangan.  

Pendataan PBB pedesaan dan perkotaan dilakukan dengan menggunakan 

Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP). SPOP merupakan surat yang digunakan 

oleh wajib pajak untuk melaporkan data objek pajak menurut ketentuan 

UndangUndang PBB yang dilampiri dengan lampiran SPOP dengan begitu kepala 

daerah dapat mengeluarkan SPPT. Surat pemberitahuan pajak terutang (SPPT) 

diterbitkan oleh pemerintah daerah setiap tahun fiskal pada objek pajak bagi subjek 

pajak yang objek pajaknya telah terdaftar di kantor pajak dapat langsung menerima 

SPT (Azhari AzizSamudra, 2015).  

2.1.4.4 Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)  

Bagaimana diketahui, NJOP berfungsi sebagai dasar untuk pengenaan pajak 

bumi dan bangunan; semakin besar NJOP, semakin besar penetapan pajak PBB 

yang harus dibayar oleh para wajib pajak. Ukuran NJOP tergantung pada hasil 

penilaian lapangan, terutama petugas pendataan dan penilaian (Darwin, 2013).  

Nilai jual objek pajak (NJOP) adalah harga rata-rata yang diperoleh dari 

transaksi jual beli secara wajar yang digunakan sebagai dasar untuk perhitungan 

dan pengenaan pajak tanah dan bangunan dan menjadi dasar pengenaan pajak 

sehingga besarannya ditetapkan dalam tiga tahun sekali kecuali pada objek pajak 

tertentu yang harus ditetapkan setiap tahunnya. Sedangkan pokok Pajak Bumi dan 

Bangunan Pedesaan dan Perkotaan terutang dapat diketahui dengan mengalikan 

besaran tarif dengan DPP setelah dikurangi Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena 

Pajak (NJOPTKP).  
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2.1.4.5 Tarif PBB-P2  

Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di 

Indonesia diatur berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dan dapat bervariasi 

tergantung pada peraturan daerah masing-masing. Berikut adalah gambaran umum 

tarif PBB-P2:  

1. Tarif Umum PBB-P2  

a. Untuk NJOP kurang dari Rp. 200.000.000 = Tarif sebesar 0,01%.  

b. Untuk NJOP Rp. 200.000.000 s/d Rp. 2.000.000.000 = Tarif sebesar 0,1%.  

c. Untuk NJOP Rp. 2.000.000.00 s/d Rp. 10.000.000.000 = Tarif sebesar 0,2%.  

d. Untuk NJOP Rp. 10.000.000.000 atau lebih = Tarif sebesar 0,3%  

2. Tarif Khusus : Lahan Produksi Pangan dan Ternak = Tarif yang lebih rendah, 

biasanya sekitar 0,25%.  

Namun demikian, setiap daerah dapat menetapkan tarif sesuai dengan kondisi 

lokal dan peraturan daerah yang berlaku, sehingga tarif PBB-P2 dapat berbeda-beda 

di setiap wilayah. Hal penting yang perlu digaris bawahi atas tarif diatas, bahwa 

pemungutan tarif hanya dapat dilakukan berdasarkan ketentuan yang berlaku dan 

juga dengan pihak-pihak yang berwenang.  

2.1.5 Kepatuhan Wajib Pajak   

2.1.5.1 Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak   

Sesuai ketentuannya, pihak/individu/kelompok/badan yang menjalankan 

kewajiban perpajakannya disebut dengan wajib pajak (Haskar, 2022).  

Kepatuhan wajib pajak dapat diartikan sebagai suatu sikap yang 

mencerminkan wajib pajak taat membayar pajak dan melaksanakan haknya secara 
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benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku 

(Karnowati & Handayani, 2021).  

Menurut Rahayu (2017) Kondisi di mana wajib pajak orang pribadi memenuhi 

semua kewajiban perpajakan dan memenuhi hak perpajakan disebut kepatuhan 

wajib pajak orang pribadi.  

Kepatuhan wajib pajak menurut (Nurmantu, 2007) dapat dipahami sebagai 

suatu keadaan di mana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakannya dan 

melaksanakan hak-haknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam konteks 

ini, kepatuhan bukan hanya sekadar membayar pajak, tetapi juga mencakup aspek 

pelaporan dan penghitungan pajak yang benar.  

Menurut (Shanti, 2016:5) dalam (Bahri, 2020) kepatuhan wajib pajak adalah 

untuk memenuhi kewajiban pajak mereka sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku di suatu 

negara, orang dianggap mampu membayar pajak.  

Dari pengertian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Kepatuhan wajib 

pajak adalah keadaan dimana wajib pajak taat akan kewajibannya dalam perpajakan 

dengan membayar pajak tepat waktu, lapor SPT dan lainnya sebagai bentuk 

tanggung jawab dan kewajiban sebagai warga negara.  

Kepatuhan wajib pajak menurupakan aspek penting dalam sistem perpajakan 

yang mempengaruhi penerimaan negara dan kesejahteraan masyarakat. Kepatuhan 

wajib pajak bertujuan untuk memastikan bahwa semua pajak yang terutang dibayar 

tepat waktu, sehingga meningkatkan pendapatan negara yang dapat digunakan 

untuk pembangunan infrastruktur dan layanan publik. Selain itu tujuan lainnya 

adalah untuk membangun kesadaran di kalangan masyarakat tentang pentingnya 
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membayar pajak sebagai kontribusi terhadap pembangunan dan kesejahteraan 

bersama dan dalam sistem self assessment, wajib pajak diberi kepercayaan untuk 

menghitung, menyetor, dan melaporkan kewajiban perpajakan mereka sendiri. Ini 

bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung kepatuhan sukarela.  

2.1.5.2 Faktor Penghambat Kepatuhan Wajib Pajak  

Faktor-faktor yang menghambat kepatuhan wajib pajak dalam membayar 

pajak di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi beberapa kategori berdasarkan 

penelitian yang dilakukan. Adapun yang merupakan faktor yang dapat menghambat 

penerimaan pajak menurut (Haskar, 2022):  

1. Kurangnya memahami peraturan perpajakan sangat penting karena mereka 

berkaitan dengan pembayaran pajak.   

2. Sanksi perpajakan belum sesuai dengan aturan, sehingga Wajib Pajak tidak 

memenuhi kewajibannya.  

3. Banyak Wajib Pajak enggan mematuhi kewajiban perpajakan karena tidak 

memahami pentingnya melaksanakannya.   

4. Kurangnya pelayanan pajak, terutama dalam hal sosialisasi dan pelayanan 

yang maksimal. Ini karena banyak orang belum memahami secara  

keseluruhan setiap alur dan tata cara perpajakan.  

2.1.5.3 Indikator Kepatuhan Wajib Pajak  

Adapun indikator kepatuhan wajib pajak menurut Rahayu (2017) adalah 

sebagai berikut:  

1. Wajib pajak harus mendaftarkan diri untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib 

Pajak (NPWP).  
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2. Wajib pajak diwajibkan untuk menyampaikan SPT tepat waktu sesuai 

ketentuan.  

3. Wajib pajak harus melakukan perhitungan yang benar atas pajak terutang dan 

melunasinya sesuai dengan batas waktu yang ditentukan.  

4. Jika terdapat tunggakan, wajib pajak harus menyelesaikannya sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku  

2.1.6 Tingkat Pendapatan   

2.1.6.1 Pengertian Tingkat Pendapatan  

Menurut (Susliyanti, S.E., M.Si & Agustiyani, 2022) mendefinisikan bahwa 

pendapatan adalah Pendapatan yang diperoleh Wajib Pajak merupakan hasil dari 

kegiatan kerja mereka dalam periode tertentu.  

 Sihotang (2004) berpendapat bahwa pendapatan sebagai jumlah penghasilan 

yang diperoleh dari jasa-jasa kegiatan yang dilakukan dalam suatu periode tertentu. 

Pendapatan juga dapat berasal dari harta kekayaan, mencakup semua bentuk 

penerimaan yang dapat dinilai dalam bentuk uang atau material lainnya.  

Penghasilan atau pendapatan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis 

yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun 

dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah 

kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, 

termasuk penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang 

diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, 

gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya (Hamilah & Fricilia, 

2023).  
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Dari pengertian diatas, maka pendapatan didefinisikan sebagai jumlah uang 

atau nilai ekonomi yang diterima individu , perusahaan atau entitas dalam suatu 

periode tertentu sebagai hasil dari aktivitas ekonomi, seperti penjualan barang dan 

jasa, investasi atau sumber-sumber lain. Pendapatan juga dapat dibedakan menjadi 

beberapa jenis, seperti pendapatan operasional (dari kegiatan utama), pendapatan 

non-operasional (dari sumber lain) dan pendapatan pribadi (yang diterima individu 

dari gaji, upah atau keuntungan usaha)  

2.6.1.2 Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Pendapatan  

Pendapatan dipengaruhi oleh banyak hal, baik pada tingkat individu maupun 

dalam skala yang lebih luas. Salah satu faktor utama yang dapat mempengaruhi 

pendapatan adalah modal usaha:  

1. Modal Usaha Modal yang cukup memungkinkan orang atau perusahaan untuk 

bekerja dengan baik dan meningkatkan kapasitas produksi.  

2. Jam Kerja: Jam kerja, atau waktu yang dihabiskan untuk berusaha, berpengaruh 

pada pendapatan. Jika lebih banyak waktu yang dihabiskan untuk usaha, lebih 

besar kemungkinan untuk menghasilkan pendapatan.  

3. Usia wajib pajak juga dapat berdampak pada pendapatan. Usia yang lebih tua 

biasanya terkait dengan lebih banyak pengalaman dan kedewasaan dalam 

pengambilan keputusan bisnis, yang dapat menyebabkan peningkatan 

pendapatan.  

4. Tingkat Pendidikan Individu dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi 

biasanya memiliki keterampilan dan pengetahuan yang lebih baik, yang 

memungkinkan mereka untuk mendapatkan pekerjaan dengan gaji yang lebih 

tinggi atau mengelola bisnis mereka dengan lebih efisien.  
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2.1.6.3 Indikator Tingkat Pendapatan  

Menurut (Krisnadeva & Lely Aryani Merkusiwati, 2020) berikut yang 

termasuk Indikator tingkat pendapatan meliputi:  

1. Tetap akan taat membayar pajak meskipun memiliki tingkat pendapatan yang 

rendah.  

2. Jumlah pajak yang harus dibayar besar atau kecil tidak menjadi penghalang 

dalam membayar pajak.  

3. Sanggup membayar besarnya jumlah pajak yang digunakan.   

4. Pendapatan yang diperoleh mampu memenuhi kebutuhan utama (pokok) dan 

memenuhi kewajiban (pajak).  

2.1.7 Tingkat Pedidikan  

2.1.7.1 Pengertian Tingkat Pendidikan  

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2021) tingkat pendidikan adalah 

tahap yang berkelanjutan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan para 

peserta didik, keluasaan pengajaran, daln tujuan pendidikan yang di cantumkan 

dalam kurikulum. Dan dapat diartikan juga tingkat pendidikan adalah tahapan 

pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat peserta didik, tujuan yang akan 

dicapai dan perkembangan kemauan yang dikembangkan.  

Hendrayani (2020) menyatakan bahwa pendidikan adalah usaha yang 

dijalankan oleh seseorang atau kelompok orang lain agar menjadi dewasa atau 

mencapai tingkat potensi dalam diri manusia yang perlu ditanggapi atau direspon.  

Terdapat tiga macam tingkat pendidikan yaitu Jenjang Pendidikan Dasar, Jenjang 

Pendidikan Menengah, Jenjang Pendidikan Atas.   
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Menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 tahun 2003 

dalam (Umah & Riduwan, 2022), pendidikan adalah usaha sadar dan terencana 

untuk mewujudkan suasana dan proses pembelajaran sehingga peserta didik secara 

aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, dan 

keterampilan yang diperlukan dirinya, bangsa, dan negara.  

Dari beberapa pengertian diatas, maka tingkat pendidikan adalah tingkat 

pendidikan yang merujuk pada jenjang atau level yang dicapai oleh individu dalam 

proses belajar dan pengembangan pengetauan, keterampilan serta sikap.   

2.1.7.2 Jenis Tingkat Pendidikan  

Tingkat pendidikan sering kali diukur berdasarkan system pendidikan formal 

yang diakui secara luas. Berikut adalah penjelasan mengenai masing-masing jenis 

pendidikan:  

1. Pendidikan Formal  

Pendidikan formal adalah jenis pendidikan yang terstruktur dan berjenjang, 

dimulai dari pendidikan anak usia dini hingga pendidikan tinggi. Adapun jenjang 

Pendidikan Formal adalah sebagai berikut:  

a. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD): Pendidikan untuk anak usia 0-6 tahun, 

bertujuan memberikan stimulasi perkembangan.  

b. Pendidikan Dasar: Terdiri dari Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah  

Pertama (SMP), berlangsung selama 9 tahun.  

c. Pendidikan Menengah: Terdiri dari Sekolah Menengah Atas (SMA) dan  

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), berlangsung selama 3 tahun.  

d. Pendidikan Tinggi: Terdiri dari program Diploma, Sarjana, Magister, dan  



31  

  

 

Doktor, diadakan di universitas, politeknik, akademi, dan institut.  

2. Pendidikan Nonformal  

Pendidikan nonformal adalah jenis pendidikan yang diselenggarakan di luar 

jalur pendidikan formal, biasanya lebih fleksibel dalam hal kurikulum dan waktu. 

Pendidikan nonformal bertujuan untuk memberikan pendidikan tambahan atau 

alternatif bagi masyarakat yang tidak dapat mengikuti pendidikan formal. 

Contohnya termasuk kursus keterampilan, pelatihan kerja, dan program keaksaraan.  

3. Pendidikan Informal  

Pendidikan informal adalah proses belajar yang terjadi di lingkungan keluarga 

dan masyarakat. Pendidikan informal bersifat tidak terstruktur dan tidak memiliki 

kurikulum resmi, tetapi tetap berperan penting dalam pembentukan karakter dan 

pengetahuan individu, sepertu pendidikan yang dilakukan oleh orang tua kepada 

anak-anak di rumah dan pembelajaran dari pengalaman sehari-hari dan interaksi  

sosial.  

2.1.7.3 Indikator Tingkat Pendidikan  

Adapun indikator dari tingkat pendidikan menurut Sofyan dan manalu (2016) 

adalah sebagai berikut:  

a. Pendidikan sangat penting baik pendidikan formal maupun informal.  

b. Pendidikan mempengaruhi seseorang dalam memahami sesuatu, seseorang 

yang memiiki pendidikan yang lebih tinggi akan lebih mudah memahami 

dan menerima berbagai hal daripada pendidikan yang lebih rendah.  

c. Pendidikan itu penting untuk setiap individu agar mudah dalam memahami 

semua hal contohnya memahami perpajakan jika pemahaman akan 

perpajakan tinggi maka kepatuhan akan meningkat pula.  
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2.1.8 Sanksi Pajak  

2.1.8.1 Pengertian Sanksi Perpajakan  

Pada hakikatnya, pengenaan sanksi perpajakan diberlakukan untuk 

menciptakan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya 

(Utama et al., 2023).  

KualitasMenurut Rahayu (2017:170)  Sanksi perpajakan merupakan kontrol 

atau pengawasan dari pemerintah untuk menjamin ditaatinya peraturan-peraturan 

oleh warga negara agar tidak terjadi pelanggaran pemenuhan kewajiban perpajakan 

oleh wajib pajak. Dengan kata lain, sanksi ini berfungsi sebagai jaminan bahwa 

norma perpajakan akan dipatuhi.  

Sanksi pajak adalah tindakan berupa hukuman atau denda yang dikenakan 

kepada wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku. Ini bertujuan untuk mendisiplinkan wajib pajak agar 

mematuhi norma perpajakan (Ma’ruf & Supatminingsih, 2020).   

Dari beberapa pengertian sanksi diatas maka dapat disimpulkan bahwa sanksi 

perpajakan adalah konsekuensi hukum yang dikenakan kepada Wajib Pajak yang 

tidak mematuhi peraturan dan ketentuan perpajakan yang berlaku. Sanksi ini 

bertujuan untuk memastikan kepatuhan terhadap norma perpajakan dan mencegah 

pelanggaran di masa mendatang.  

2.1.8.2 Jenis – Jenis Sanksi Perpajakan  

Menurut Hantono & Sianturi (2021) sanksi pajak dikenakan pada seorang 

wajib pajak bila melakukan keterlambatan atau pelanggaran. Seperti yang telah 

dijabarkan sebelumnya, ada dua macam sanksi dalam pajak yaitu sanksi 

administrasi dan sanksi pidana.  
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1. Sanksi administrasi adalah Sanksi yang dikenakan kepada wajib pajak yang 

tidak memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.  

2. Sanksi pidana adalah sanksi yang dikenakan kepada wajib pajak yang 

melakukan pelanggaran berat, seperti tidak menyampaikan SPT atau 

menyampaikan informasi yang tidak benar dengan sengaja.  

Sanksi pajak merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi 

kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak, karena fungsi pajak adalah sebagai 

alat untuk mengatur sekelompok orang untuk memenuhi aturan yang telah  

ditetapkan.   

2.1.8.3 Indikator Sanksi Perpajakan  

Adapun indikator sanksi pajak menurut Mulyati & Ismanto (2021) adalah 

sebagai berikut ini:  

1. Wajib pajak yang terlambat dalam melaporkan atau membayar pajak harus 

dikenai sanksi sebagai bentuk penegakan hukum.  

2. Menilai seberapa ketat dan konsisten penerapan sanksi terhadap pelanggaran 

yang dilakukan oleh wajib pajak.  

3. Sanksi harus digunakan sebagai alat untuk mendorong wajib pajak agar lebih 

patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka.  

4. Mengkaji dampak penghapusan sanksi terhadap kepatuhan wajib pajak, dimana 

penghapusan sanksi dapat meningkatkan motivasi untuk patuh.  

2.2 Penelitian Terdahulu  

Untuk memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang 

sedang dilakukan, penulis menggunakan penelitian sebelumnya sebagai acuan dan 

pertimbangan saat melakukan penelitian. Penulis mengambil beberapa penelitian 
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sebelumnya yang terkait dengan topik penelitian ini, termasuk penelitian tentang 

tingkat pendapatan, tingkat prndidikan dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib 

pajak. Berikut adalah daftar penelitian yang terkait dengan topik penelitian ini:  

Tabel 2.1 Tabel Penelitian Terdahulu  

No.  Tahun  Nama Peneliti  Judul Penelitian  Hasil Penelitian  

1.  2022  Eni Dwi Susliyanti dan 

Alief Indita Agustiyani  
Pengaruh  Kesadaran,  
Tingkat Pemahaman, 

Tingkat Pendapatan Dan  
Lingkungan Pajak 

Terhadap Kepatuhan 

Wajib Pajak Dalam 

Membayar Pajak Bumi  
Dan Bangunan Dimasa  
Pandemi Covid-19  
(Studi Pada Kecamatan  
Kalasan)  

Hasil penelitian 

menunjukkan secara 

simultan terdapat 

pengaruh signifikan 

antara variabel 

kesadaran wajib pajak, 

tingkat pemahaman, 

tingkat pendapatan dan 

lingkungan pajak 

terhadap kepatuhan 

wajib pajak dalam 

membayar Pajak Bumi 

dan Bangunan di masa 

pandemi covid 19. 

Namaun, Tidak terdapat 

pengaruh tingkat 

pendapatan terhadap 

kepatuhan wajib pajak 

dalam membayar Pajak 

Bumi dan Bangunan di 

masa pandemi covid 

19.   

2.  2023  Tatia  Arimitha  dan  
Irine Ika Wardhani  

Pengaruh  Pemahaman  
Pajak, Pendapatan Wajib  
Pajak Dan Tingkat 

Pendidikan Terhadap 

Kepatuhan Wajib Pajak 

Bumi Dan Bangunan 

Dengan Sanksi  
Perpajakan  Sebagai  
Variabel Moderating Di 

Kecamatan Percut Sei 

Tuan.  

Hasil penelitian 

menunjukkan 

pemahaman pajak, 

tingkat pendidikan, dan 

sanksi perpajakan 

mampu memoderasi  
(memperkuat) 

pengaruh pemahaman 

pajak berpengaruh 

positif dan signifikan 

terhadap kepatuhan 

wajib pajak pajak bumi 

dan bangunan di  
Kecamatan Percut Sei  

No.  Tahun  Nama Peneliti  Judul Penelitian  Hasil Penelitian  

    Tuan, tetapi endapatan 

wajib pajak tidak 

berpengaruh terhadap 

kepatuhan wajib pajak 

pajak bumi dan 

bangunan di 

Kecamatan Percut Sei 

Tuan.  
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3.  2024  Ananda  Puteri,  
M.Nordiansyah  
Fatimah dan Norlena  

Pengaruh Pendapatan 

Masyarakat, Kualitas  
Pelayanan, Sanksi 

Perpajakan, Dan Nilai 

Jual Objek Pajak 

Terhadap Kepatuhan 

Wajib Pajak Dalam 

Membayar Pajak Bumi 

Dan Bangunan Perdesaan 

Dan Perkotaan (Pbb-P2)  
Di Kota Banjarmasin  

Hasil  penelitan 

menunjukkan 

 bahwa 

pendapatan masyarakat, 

 Kualitas 

pelayanan dan NJOP 

memengaruhi 

kepatuhan wajib pajak 

dalam membayar 

PBBP2. Namun, sanksi 

yang diberikan pada 

wajib pajak yang 

melanggar peraturan 

tidaklah serta merta  
membuat wajib pajak 

jera sehingga menjadi 

patuh  
4.  2024  Lutfia Indah Palupi dan 

Rusdianto  
Pengaruh  Pengetahuan  
Pajak, Tingkat 

Pendidikan, dan  
Pendapatan Terhadap 

Kepatuhan Wajib Pajak 

Dalam Membayar Pajak  
Bumi  dan  Bangunan  
(Studi Kasus Kelurahan  
Hadimulyo  Barat,  
Kecamatan Metro Pusat,  
Kota Metro)  

Berdasarkan hasil 

penelitian, diperoleh 

kesimpulan bahwa 

secara parsial dan 

simultan variabel 

pengetahuan pajak, 

tingkat pendidikan dan 

pendapatan 

berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap 

kepatuhan wajib pajak 

dalam membayar PBB  

5.  2024  Yhoga  Tri  Utama,  
Adriyanti Agustina 

Putri, dan Linda Hetri  
Suriyanti  

Pengaruh Tingkat 

Pendidikan, Sanksi  
Administrasi Dan  
Tax Service Quality 

Terhadap Kepatuhan 

Wajib Pajak Dalam 

Melakukan Pembayaran  
Pajak  Bumi  Dan  
Bangunan (Pada Kantor 

Dinas Pendapatan Daerah  
Kota Pekanbaru)  

Hasil analisis 

menyatakan bahwa 

tingkat pendidikan, 

sanksi administrasi dan 

tax sevice quality 

berpengaruh terhadap 

kepatuhan PBB.  

  

2.3 Kerangka Berpikir Konseptual 

2.3.1 Pengaruh Tingkat Pendapatan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 

Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PBB-P2)  

Pendapatan adalah aliran masuk uang atau nilai ekonomi yang diterima oleh 

individu, rumah tangga, perusahaan, atau entitas lain dalam suatu periode tertentu. 
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Pendapatan dapat berasal dari berbagai sumber, termasuk gaji, keuntungan 

investasi, hasil penjualan produk atau jasa, dan lainnya. Tinggi rendahnya 

pendapatan yang diterima wajib pajak memberikan pengaruh terhadap 

kepatuhannya dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, Wajib Pajak dengan 

pendapatan kurang mampu atau pendapatan yang kecil menghadapi kesulitan untuk 

membayar pajak. Oleh karena itu, Wajib Pajak terlebih dahulu memilih untuk 

memenuhi kebutuhan pokoknya daripada membayar pajak (Hamilah & Fricilia, 

2023).  

Untuk memenuhi kewajiban, faktor penghasilan sangat penting. Ini karena 

setiap kegiatan memerlukan biaya untuk menjalankannya. Dengan penghasilan 

yang cukup, mereka dapat memenuhi kewajiban mereka untuk membayar pajak 

bumi dan bangunan. Membayar pajak akan menjadi tantangan bagi masyarakat 

miskin (Agustina, 2016).  

Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Lutfia Indah Palupi dan Rusdianto 

(2024) mengemukakan bahwa tingkat pendapatan berpengaruh signifikan terhadap 

kepatuhan wajib Pajak Bumi dan Bangunan.  

2.3.2 Pengaruh Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 

Bumi Dan Bangunan Perkotaan Dan Perdesaan (PBB-P2)  

Pendidikan merupakan dasar pembelajaran yang diberikan kepada masyarakat 

guna proses pembudayaan sikap, watak dan perilaku. Nilai-nilai dasar yang harus 

dimiliki setiap orang akan tumbuh dan berkembang melalui pendidikan. 

Pengetahuan tentang perpajakan pasti ada dalam dunia pendidikan juga. Semakin 

tinggi tingkat pendidikan seseorang, semakin luas pengetahuan mereka tentang 
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perpajakan dan, biasanya, semakin tinggi pula kepatuhan mereka terhadap 

kewajiban pajak mereka (Widiarti & Subekti, 2022).  

Dunia pendidikan adalah tempat yang tepat untuk memberikan pengetahuan 

dan pemahaman tentang pajak untuk membangun kesadaran dan kepatuhan tentang 

pajak sejak dini.  Wajib pajak yang terdidik dan memahami perpajakan akan 

melaksanakan kewajibannya dengan lebih patuh dibandingkan dengan wajib pajak 

yang kurang terdidik (Agustina, 2016).  

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Yhoga Tri Utama, Adriyanti Agustina 

Putri, Linda Hetri Suriyanti (2023) menyatakan tingkat pendidikan berpengaruh 

signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak membayar Pajak Bumi dan Bangunan.  

 2.3.3 Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 

Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PBB-P2)  

Sanksi adalah konsekuensi atau hukuman yang diterapkan terhadap individu 

atau kelompok yang melanggar aturan atau hukum yang telah ditetapkan. Sanksi ini 

berfungsi sebagai alat untuk menegakkan hukum dan memastikan kepatuhan 

terhadap norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Sanksi perpajakan adalah 

konsekuensi hukum yang dikenakan kepada wajib pajak yang tidak mematuhi 

peraturan perpajakan yang berlaku. Sanksi perpajakan memiliki peran yang 

signifikan dalam mendorong kepatuhan wajib pajak. Sanksi ini diterapkan untuk 

memastikan bahwa setiap individu dan entitas memenuhi kewajiban perpajakan 

mereka sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dengan adanya sanksi pajak ini, 

diharapkan wajib pajak patuh akan kewajibannya. Wajib pajak untuk memenuhi 

kewajiban perpajakan mereka meningkat seiring dengan tingkat sanksi yang 

diterapkan (Ma’ruf & Supatminingsih, 2020).  
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Hasil penelitian yang dilakukan oleh Lutfia Indah Palupi dan Rusdianto 

(2024) mengemukakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap 

kepatuhan wajib Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2).  

 

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual 

 

2.4 Hipotesis  

Menurut Sugiyono (2017) Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap 

rumusan masalah, karena itu,  sifatnya sementara, harus dibuktikan dengan data 

empiris. Berdasarkan uraian diatas, yang menjadi Hipotesis dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut :  

1. Tingkat Pendapatan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi 

dan Bangunan Pekotaan dan Perdesaan (PBB-P2) di Kecamatan Batang 

Serangan.  

2. Tingkat Pendidikan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan 

Bangunan Pekotaan dan Perdesaan (PBB-P2) di Kecamatan Batang 

Serangan.  

3. Sanksi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan 

Bangunan Pekotaan dan Perdesaan (PBB-P2) di Kecamatan Batang 

Serangan.  

  

  

  

  

Tingkat  Penapatan   

Kepatuhan Wajib  

Pajak Bumi dan  

Bangunan   

Sanksi Pajak    

v   Tingkat Pend idikan   
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BAB III  

METODE PENELITIAN  

3.1 Jenis Penelitian  

Pada penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian Kuantitatif 

dengan pendekatan asosiatif. Menurut (Irfan., Manururng, S., & Hani, 2024) 

penelitian kuantitatif merupakan analisis data terhadap data-data yang mengandung 

angka-angka atau numerik tertentu.  

Sedangkan pendekatan asosiatif artinya mencari tahu bagaimana dua variabel 

atau lebih berhubungan satu sama lain. Tujuannya adalah untuk menguji hipotesis 

yang berkaitan dengan subjek yang diteliti. Hasil ujian dapat digunakan sebagai 

dasar untuk menarik kesimpulan penelitian, mendukung atau menolak hipotesis 

yang ditemukan dari studi teoritis (Ritonga et al., 2021).  

3.2 Definisi operasional   

Devinisi operasional membantu peneliti menetapkan aturan dan prosedur 

yang jelas untuk mengukur variabel yang diteliti, sehingga pengukuran menjadi 

lebih sistematis dan konsisten. Sugiyono (2017) mendefinisikan variabel penelitian 

sebagai segala sesuatu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari, sehingga 

mereka dapat mengumpulkan informasi tentangnya dan kemudian membuat 

kesimpulan.   

Variabel dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua yaitu variabel bebas 

(independent) dan variabel terikat (dependent). Pada penelitian ini, peneliti 

mengkaji besarnya pengaruh tiga variabel independen yaitu Tingkat Pendapatan,  
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Tingkat Pendidikan dan Sanksi Pajak Terhadap satu variabel dependen yaitu 

Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perdesaan (PBB-P2).   

Dari uraian diatas, maka definisi dari variabel-variabel yang digunakan adalah 

sebagai berikut:  

Tabel 3.1 Definisi Variabel Operasional  

Variabel  Definisi  Indikator  Skala  
Kepatuhan Wajib  
Pajak (Y)  

Kepatuhan wajib pajak 

adalah kondisi di mana wajib 

pajak orang pribadi 

memenuhi semua kewajiban 

perpajakan dan memenuhi 

hak perpajakan disebut 

kepatuhan wajib pajak 

 orang  
pribadi.(Rahayu, 

2017)(Rahayu, 

2017)(Rahayu,  
2017)(Rahayu, 2017)  

1. Wajib pajak harus 

mendaftarkan diri untuk 

mendapatkan Nomor Pokok 

Wajib Pajak (NPWP).  
2. Wajib pajak diwajibkan untuk 

menyampaikan SPT tepat 

waktu sesuai ketentuan  
3. Wajib pajak harus melakukan 

perhitungan yang benar atas 

pajak terutang dan 

melunasinya sesuai dengan 

batas waktu yang ditentukan.  
4. Jika terdapat tunggakan, 

wajib pajak harus 

menyelesaikannya sesuai 

dengan ketentuan yang 

berlaku.  

Ordinal   

Tingkat  
Pendapatan (X1)  

Penghasilan dapat 

didefinisikan sebagai jumlah 

uang yang diterima dari 

jasa—jasa yang diberikan 

pada waktu tertentu atau dari 

harta kekayaan.  

1. Tetap akan taat membayar 

pajak meskipun memiliki 

tingkat pendapatan yang 

rendah.  
2. Jumlah pajak yang harus 

dibayar besar atau kecil tidak 

menjadi penghalang dalam 

membayar pajak.  
3. Sanggup  membayar 

besarnya jumlah pajak yang 

digunakan.   
4. Pendapatan yang diperoleh 

mampu memenuhi kebutuhan 

utama (pokok) dan memenuhi 

kewajiban  
(pajak).  

Ordinal  

Tingkat  
Pendidikan (X2)  

Tingkat Pendidikan 

merupakan usaha kegiatan 

untuk meningkatkan 

pengetahuan umum 

seseorang termasuk di 

dalamnya teori untuk 

memutuskan persoalan- 
persoalan yang menyangkut 

kegiatan pencapaian tujuan.  

1. Pendidikan sangat penting 

baik pendidikan formal 

maupun informal.  
2. Pendidikan mempengaruhi 

seseorang dalam 

memahami sesuatu, 

seseorang yang memiiki 

pendidikan yang lebih 

tinggi akan lebih mudah 

memahami dan menerima  

Ordinal  
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Variabel  Definisi   Indikator  Skala  

   berbagai hal daripada 

pendidikan yang lebih 

rendah.  

 

  3.  Pendidikan itu penting 

untuk setiap individu agar 

mudah dalam memahami 

semua hal contohnya 

memahami perpajakan 

jika pemahaman akan 

perpajakan tinggi maka 

kepatuhan akan meningkat 

pula.  

 

Sanksi Pajak (X3)  Sanksi perpajakan 

merupakan kontrol atau 

pengawasan dari 

pemerintah untuk 

menjamin ditaatinya 

peraturan-peraturan oleh 

warga negara agar tidak 

terjadi pelanggaran 

pemenuhan kewajiban 

perpajakan oleh wajib 

pajak.  

1.  

2. 
3.  

4.  

Keterlambatan melaporkan 

dan membayarkan pajak. 

Tingkat penerapan sanksi.  
Sanksi  untuk 

meningkatkan 

 kepatuhan Wajib 

Pajak.  
Penghapusan sanksi.  

Ordinal  

  

3.3 Tempat dan Waktu Penelitian  

3.3.1 Tempat Penelitian  

 Adapun tempat pelaksanaan Penelitian ini adalah di Kecamatan Batang  

Serangan Kabupaten Langkat, Kode Pos: 20852. Kecamatan Batang Serangan 

terdiri dari satu kelurahan: Batang Serangan, dan tujuh desa: Desa Karya Jadi, 

Paluh Pakis Babussalam, Namo Sialang, Kwala Musam, Sei Bamban, Sei Musam 

dan Sei Serdang. 

3.3.2 Waktu Penelitian  

 Adapun waktu penelitian dimulai dari bulan November 2024 sampai dengan  

April 2025.  

  



42  

  

 

Tabel 3.2 Rencana Jadwal Penelitian  

No   Kegiatan  2024-2025  

Nov  Des  Jan   Feb  Mar  Apr  

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1  Prariset dan 

pengajuan judul  

                                                

2  Penyusunan &  

Bimbingan Tugas 

akhir  

         

   

 

   

 

   

 

   

                        

3  Seminar Tugas 

akhir 

                                                

4  Penyempurnaan 

Tugas akhir  

                             

   

                

  

5  

Pengumpulan dan 

Pegolahan Data  

                                   

   

          

6  
Penyusunan &  

Bimbingan Skipsi  

                                              

7  
Daftar Sidang 

Meja Hijau  

                                                

8  
Sidang Meja Hijau                                                 

  

3.4 Teknik Pengumpulan Sampel  

3.4.1 Populasi  

Populasi adalah sekumpulan orang, objek, atau apa pun yang menjadi objek 

penelitian. Menurut Sugiyono (2017) populasi adalah wilayah generalisasi yang 

terdiri dari objek atau subjek dengan kualitas dan karakteristik tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti. Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Bumi dan 

Bangunan di Kecamatan Batang Serangan yaitu sebanyak 6.046 wajib pajak.  

3.4.2 Sampel  

Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan teknik pengambilan sampel 

insidental. Sampling insidental menurut Sugiyono (2017) adalah teknik 
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pengambilan sampel yang dilakukan berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang 

secara kebetulan atau insidental bertemu dengan peneliti dapat dijadikan sebagai 

sampel, asalkan orang tersebut dianggap cocok sebagai sumber data.  

Penentuan jumlah sampel yang akan peneliti uji ditentukan dengan 

menggunakan rumus Slovin yaitu sebagai berikut:  

𝑁 

 𝑛= 2  

1+N𝑒 

  

Keterangan:  

n= Ukuran Sampel N= Ukuran Populasi e= 

Error (0,1) dan lebih pasti atau mendekati  

Alasan peneliti menggunakan rumus tersebut karena untuk mendapatkan 

sampel yang representatif dan lebih pasti atau mendekati populasi yang ada. Berikut 

cara penentuan sampel dalam penelitian ini:  

N = N/1 + Ne2  

=6.046 /1+(6.046 x 0,1)  

=6.046/1+60  

=6.046/61  

=99,11 dibulatkan 100.  

Sampel yang diambil adalah 100 orang wajib Pajak Bumi dan Bangunan di  

Kecamatan Batang Serangan Kab. Langkat.  
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3.5 Teknik Pengumpulan Data  

Dalam penelitian ini jenis data yang digunakan yaitu data primer. Menurut 

Sugiyono (2018: 456) data primer adalah sumber data yang menyediakan data 

secara langsung untuk pengumpul data. Dalam penelitian ini data primer yang 

diperoleh melalui penyebaran kuesioner terhadap  wajib pajak bumi dan bangunan 

di Kecamatan Batang Serangan Kabupaten Langkat Sumatera Utara.  

Kuesioner merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan 

dengan memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada 

responden untuk dijawab. Pada penelitian ini Kuesioner dilakukan dengan cara 

membuat daftar pertanyaan yang kemudian akan disebarkan kepada wajib pajak 

Bumi dan Bangunan di Kecamatan Batang Serangan (Sugiyono (2017).  

Untuk mengukur jawaban responden pada penelitian ini menggunakan skala 

likert. Skala Likert adalah alat pengukuran yang digunakan untuk mengukur sikap, 

pendapat, atau persepsi responden terhadap suatu pernyataan. Pada penelitian ini 

digunakan skala likert berupa pendapat yaitu sangat setuju, setuju, kurang setuju, 

tidak setuju, sangat tidak setuju.   

Tabel 3.3 Skor Skala Likert  

No.  Jenis Jawaban Responden  Bobot  

1.  Sangat Setuju (SS)  5  

2.  Setuju (S)  4  
3.  Netral (N)  3  

4.  Tidak Setuju (TS)  2  

5.  Sangat Tidak Setuju (STS)  1  
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3.5.1 Uji Instrumen  

3.5.1.1 Uji Validitas  

Uji validalitas menurut Ghozali (2013:53) uji ini bertujuan untuk mengukur 

sah atau tidaknya suatu kuesioner, suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan 

pada kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner 

tersebut.  

Mengukur validitas dapat dilakukan dengan cara melakukan korelasi antar kor 

butir pertanyaan dengan total skor konstruk atau variabel. Uji signifikan dilakukan 

dengan membandingkan nilai r hitung dengan r tabel untuk degree of freedom (df) 

= n-2, dalam ini n adalah jumlah sampel dengan alpha sebesar 5% maka  

menghasilkan nilai r tabel (uji dua sisi) dengan ketentuan :  

Hasil r hitung > r table = Valid  

Hasil r hitung < r table = Tidak Valid  

Jika r hitung (tiap butir dapat dilihat pada colom corrected item - total 

correlation) lebih besar dari r tabel dan nilai r positif maka pernyataan tersebut 

dinyatakan valid.  

3.5.1.2 Uji Reabilitas  

Uji reliabilitas merupakan alat untuk mengukur suatu kuisioer yang 

merupakan indikator dari variabel. Menurut ghozali (2018, hal.45) Suatu kuesioner 

dinyatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah 

konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Dalam pengujian ini peneliti mengukur 

realibelnya suatu variabel dengan cara melihat melihat Cronbach Alphadengan 

signifikansi yang  digunakan lebih besar dari 0,60, suatu konstruk atau variabelnya 

dikatakan reliabel jika memberikan nilai cronbach alpha > 0,60.  
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3.6 Teknik Analisi Data  

Metode statistik yang digunakan untuk menganalisis data dan menguji 

hipotesis yaitu dengan menggunakan analisis regresi linier berganda, uji asumsi 

klasik, uji validitas dan reabilitas dan uji hipotesis dengan menggunakan bantuan 

structural equestion model partial least square (SEM PLS) yang  bertujuan untuk 

melakukan analisis jalur (path) dengan variabel laten.  

Tujuan dari penggunaan (Partial Least Square) PLS yaitu untuk melakukan 

prediksi. Dimana dalam melakukan prediksi tersebut adalah untuk memprediksi 

hubungan antar konstruk, selain itu untuk membantu peneliti dan penelitiannya 

untuk mendapatkan nilai variabel laten yang bertujuan untuk melakukan 

pemprediksian. Variabel laten adalah linear agregat dari indikatorindikatornya. 

Weight estimate untuk menciptakan komponen skor variabel laten didapat 

berdasarkan bagaimana inner model (model struktural yang menghubungkan antar 

variabel laten) dan outer model (model pengukuran yaitu hubungan antar indikator 

dengan konstruknya) dispesifikasi. Hasilnya adalah residual variance dari variabel 

dari variabel dependen (kedua variable laten dan indikator) diminimalkan.  

PLS merupakan metode analisis yang powerfull oleh karena tidak didasarkan 

banyak asumsi dan data tidak harus berdistribusi normal multivariate (indikator 

dengan skala kategori, ordinal, interval sampai ratio dapat digunakan pada model 

yang sama). Pengujian model struktural dalam PLS dilakukan dengan bantuan 

software Smart PLS ver. 4 for Windows. Berikut adalah model structural yang 

dibentuk dari perumusan masalah. Menurut (Hair Jr, et.al, 2017) Ada dua tahapan 

kelompok untuk menganalisis SEM-PLS yaitu:  

1. Analisis model pengukuran ( auter model), yaitu :  
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a. Validitas konvergen (convergent validity)  

b. Realibilitas dan validitas konstruk (construct relia bility and validity)  

c. Validitas diskriminan (discriminant validity)  

2. Analisia Model Struktural ( inner Model ), yakni :  

a. Koefisien determinasi (r-square)  

b. Q-square  

c. Pengujian hipotesis  

Estimasi parameter yang didapat dengan (Partial Least Square) PLS dapat 

dikategorikan sebagai berikut: kategori pertama, adalah weight estimate yang 

digunakan untuk menciptakan skor variabel laten. Kategori kedua, mencerminkan 

estimasi jalur (path estimate) yang menghubungkan variable laten dan antar 

variabel laten dan blok indikatornya (loading). Kategori ketiga adalah berkaitan 

dengan means dan lokasi parameter (nilai konstanta regresi) untuk indikator dan 

variabel laten.  

3.6.1 Analisis Outer Model  

Analisa outer model dilakukan untuk memastikan bahwa measurement yang 

digunakan layak untuk dijadikan pengukuran (valid dan reliabel). Dalam analisa 

model ini menspesifikasi hubungan antar variabel laten dengan 

indikatorindikatornya. Analisa outer model dapat dilihat dari beberapa indikator:  

a. Canvergent Validity  

Convergent validity adalah indikator yang dinilai berdasarkan korelasi antar 

item score/component score dengan construct score, yang dapat dilihat dari 

standardized loading factor yang mana menggambarkan besarnya korelasi antar 

setiap item pengukuran (indikator) dengan konstraknya. Ukuran refleksif 
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individual dikatakan tinggi jika berkorelasi > 0,7 dengan konstruk yang ingin 

diukur, nilai outer loading antara 0,5-0,6 sudah dianggap cukup.  

b. Discriminant Validity  

Discriminant validity merupakan model pengukuran dengan refleksif indikator 

dinilai berdasarkan crossloading pengukuran dengan konstruk. Jika korelasi 

konstruk dengan item pengukuran lebih besar daripada ukuran konstruk 

lainnya, maka menunjukkan ukuran blok mereka lebih baik dibandingkan 

dengan blok lainnya. Sedangkan menurut model lain untuk menilai 

discriminant validity yaitu dengan membandingkan nilai squareroot of average 

variance extracted (AVE).  

c. Composite Reliability  

Composite reliability merupakan indikator untuk mengukur suatu konstruk 

yang dapat dilihat pada view latent variable coefficient. Untuk mengevaluasi 60 

composite reliability terdapat dua alat ukur yaitu internal consistency dan 

cronbach's alpha. Dengan pengukuran tersebut apabila nilai yang dicapai adalah 

> 0,70 maka dapat dikatakan bahwa konstruk tersebut memiliki reliabilitas yang 

tinggi.   

d. Cronbach's Alpha  

Cronbach's alpha merupakan uji reliabilitas yang dilakukan merupakan hasil 

dari composite reliability. Suatu variabel dapat dinyatakan reliabel apabila 

memiliki nilai cronbach's alpha > 0,7.  
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3.6.2 Analisis Inner Model  

Analisis Inner Model biasanya juga disebut dengan (inner relation, structural 

model dan substantive theory) yang mana menggambarkan hubungan antara 

variabel laten berdasarkan pada substantive theory. Analisa inner model dapat 

dievaluasi yaitu dengan menggunakan Rsquare untuk konstruk dependen, 

StoneGeisser Q-square test untuk predictive dan uji t serta signifikansi dari 

koefisien parameter jalur struktural. Dalam pengevaluasi inner model dengan 

(Partial Least Square) PLS dimulai dengan cara melihat R-square untuk setiap 

variabel laten dependen.  

Kemudian dalam penginterpretasinya sama dengan interpretasi pada regresi. 

Perubahan nilai R-square dapat digunakan untuk menilai pengaruh variabel laten 

independen tertentu terhadap variabel laten dependen apakah memiliki pengaruh 

yang substantive. Selain melihat nilai R-square, pada model (Partial Least Square) 

PLS juga dievaluasi dengan melihat nilai Q-square prediktif relevansi untuk model 

konstruktif. Q-square mengukur seberapa baik nilai observasi dihasilkan oleh 

model dan estimasi parameter. Nilai Q-square lebih besar dari O (nol) menunjukkan 

bahwa model mempunyai nilai predictive relevance, sedangkan apanilai nilai 

Qsquare kurang dari 0 (nol), maka menunjukkan bahwa model kurang memiliki 

predictive relevance.  

Perubahan nilai pada R-square dapat digunakan untuk menilai pengaruh 

variabel laten independen tertentu terhadap variabel laten dependen apakah 

memiliki pengaruh yang substantif. Selain melihat nilai R-square, pada model PLS 

juga dievaluasi dengan melihat nilai Q-square prediktif relevansi untuk model 

konstruktif. Q-square digunakan untuk mengukur seberapa baik nilai observasi 
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dihasilkan oleh model serta estimasi parameternya. Nilai Q-square lebih besar dari 

0 mengindikasikan bahwa model mempunyai nilai yang predictive relevance, 

sedangkan apabila memeiliki nilai Q-square kurang dari 0, maka mengindikasikan 

bahwa model kurang memiliki predictive relevanc.  

3.6.3 Pengujian Hipotesis  

Dalam pengujian hipotesis dapat dilihat dari nilai t-statistik dan nilai 

probabilitas. Untuk pengujian hipotesis yaitu dengan menggunakan nilai statistik 

maka untuk alpha 5% nilai t-statistik yang digunakan adalah 1,96. Sehingga kriteria 

penerimaan/penolakan hipotesis adalah Ha diterima dan HO ditolak ketika tstatistik 

>1,96. Untuk menolak/menerima hipotesis menggunakan probabilitas maka Ha 

diterima jika nilai probabilitas <0,05.  

3.6.4 Sefesifikasi Model dan Persamaan Struktural  

Hubungan antar variabel dalam suatu diagram alur dapat membantu dalam 

merangkai hubungan sebab akibat antar konstruk dari model teoritis sebelumnya.  

3.6.4.1 Uji Kecocokan (Testing Filt)  

a. Pengujian padal inner model atau model struktural dilakukan untuk menguji 

hubungan antar konstruk laten. Inner model meliputi inner relation, 

structural model dan substantive theory menggambarkan hubungan antara 

variabel laten berdasarkan pada teori substantive. Inner model diuji dengan 

melihat nilai Rsquare, Q-square dan path coefficient (koefisien jalur) untuk 

mendapatkan informasi seberapa besar variabel laten dependen dipengaruhi 

oleh variabel laten independen, serta uji signifikansi untuk menguji nilai 

signifikansi hubungan atau pengaruh antar variabel (Ghozali, I., & Latan,  

2015)  
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b. Q-Square Test Q-square test dalam PLS digunakan untuk predictive 

relevancy dalam model konstruktif. Pada penilaian goodness of fit bisa 

diketahui melalui nilai Q2 . Nilai Q2 memiliki arti yang sama dengan 

koefisien determinasi (RSquare) pada analisis regresi, di mana semakin 

tinggi R-Square, maka model dapat dikatakan semakin fit dengan data. 

Qsquare mengukur seberapa baik nilai observasi yang dihasilkan oleh 

model dan juga estimasi parameternya.  

c. Path Coefficient Test. Koefisien jalur menunjukkan seberapa besar 

hubungan atau pengaruh konstruk laten yang dilakukan dengan prosedur 

bootstrapping. Antar konstruk memiliki hubungan yang kuat apabila nilai 

path coefficient lebih dari 0,01. Serta hubungan antara variabel laten 

dikatakan signifikan jika path coefficient pada level 0,050.  



 

 

BAB IV  

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

4.1. Hasil Penelitian  

4.1.1. Deskripsi Data  

Dalam penelitian ini peneliti mengolah data dalam bentuk angket yang 

terdiri dari 6 pernyataan untuk variabel Tingkat Pendapatan (X1), 4 pernyataan 

untuk variable Tingkat Pendidikan (X2), 5 Pernyataan untuk variabel Sanksi  

Perpajakan (X3) dan 5 pernyataan untuk variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y).  

Angket yang disebar ini diberikan kepada 100 orang responden yaitu Wajib Pajak 

PBB-P2 di Kecamatan Batang Serangan sebagai sampel penelitian dan dengan 

menggunakan Likert Summated Rating (LSR).  

Tabel 4.1 Skala Likert  

Pilihan Jawaban   Skala Jawaban   

1. Sangat setuju  

2. Setuju  

3. Kurang setuju  

4. Tidak setuju  

5. Sangat tidak setuju  

5  

4  

3  

2  

1  

  

Dan ketentuan di atas berlaku dalam menghitung variabel Tingkat 

Pendapatan (X1), Tingkat Pendidikan (X2), Sanksi Perpajakan (X3) dan 

pernyataan untuk variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y).  

4.1.1.1 Karekteristik Responden   

Berikut ini adalah karekteristik responden yang ada pada Wajib Pajak PBB- 

P2 di Kecamatan Batang Serangan.  
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1. Data Responden Berdasarkan Jenis Kelamin  

Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel 

berikut:  

Tabel 4.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin  

No  Jenis Kelamin  Frekuensi  Persentase (%)  

1  Laki-laki  62  62%  

2  Perempuan  38  38%  

 Jumlah  100  100%  

Sumber : Data Primer diolah (2025)  

Dari tabel diatas diketahui bahwa sebagian besar responden dalam 

penelitian ini adalah laki-laki sebanyak 61 orang (62%) sedangkan perempuan 

sebanyak 38 orang (38%) dan. Maka dalam penelitian ini responden didominasi 

oleh jenis kelamin perempuan.  

2. Data Responden Berdasarkan Usia   

Tabel 4.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia  

No  Usia  Frekuensi  Persentase (%)  

1  20-30 tahun  16  16%  

2  31-40 tahun  37  37%  

3  >40 tahun  47  47%  

 Jumlah  100  100%  

Sumber : Data Primer diolah (2025)  

Dari data diatas diketahui bahwa sebagian besar responden dalam penelitian 

ini yaitu usia antara 20-300 tahun sebanyak 16 orang (16%), yang memiliki usia 31-

40 tahun sebanyak 37 orang (37%), yang memiliki usia >40 tahun sebanyak 47 

orang (47%).   
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4.1.1.2 Analisis Variabel Penelitian  

1. Tingkat Pendapatan  (X)  

Berikut ini merupakan deskripsi frekuensi dari variabel  Tingkat Pendapatan  

yang dirangkum pada tabel berikut :  

Tabel 4.4 Rekapitulasi Skor dan Distribusi Tanggapan Responden Variabel 

Tingkat Pendapatan    

No  Indikator / Butir Pernyataan  
Distribusi Tanggapan  

F  %  
SS  S  KS  TS  STS  

1  Tetap taat membayar pajak bumi 

dan bangunan meskipun memiliki 

pendapatan yang rendah.  

71  23  5  1  0  100  100  

2  Kemampuan wajib pajak dalam 

memenuhi pajak bumi dan 

bangunan terkait erat dengan 

besarnya penghasilan.  

71  25  4  0  0  100  100  

3  Besar kecilnya pendapatan saya 

tidak menghalangi saya dalam 

membayar pajak bumi dan 

bangunan.  

71  26  3  0  0  100  100  

4  Sanggup membayar pajak bumi 

dan bangunan saat pendapatan 

rendah.  

78  15  6  1  0  100  100  

5  Pendapatan yang saya miliki 

adalah hasil dari pendapatan 

pokok.  

79  19  2  0  0  100  100  

6  Pendapatan yang saya peroleh 

dapat memenuhi kebutuhan 

utama dan juga memenuhi 

kewajiban seperti membayar 

pajak bumi dan bangunan.  

77  18  5  0  0  100  100  

Sumber: Data Diolah (2025)  

Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa 

mayoritas responden memiliki sikap positif terhadap kewajiban membayar pajak 

bumi dan bangunan meskipun dalam kondisi pendapatan yang rendah. Kesadaran 

akan pentingnya pajak bagi pembangunan daerah menjadi faktor utama yang 

mendorong responden untuk tetap patuh. Namun, masih ada tantangan yang perlu 
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diperhatikan, terutama bagi kelompok masyarakat yang merasa terbebani oleh 

kewajiban pajak. Upaya edukasi dan peningkatan pemahaman tentang pajak perlu 

terus dilakukan agar masyarakat semakin sadar akan pentingnya kontribusi mereka 

dalam pembangunan daerah.  

    

2. Tingkat Pendidikan (X2)  

Berikut ini merupakan deskripsi frekuensi dari variabel Tingkat Pendidikan  

yang dirangkum pada tabel berikut :  

Tabel 4.5 Rekapitulasi Skor dan Distribusi Tanggapan Responden Variabel 

Tingkat Pendidikan   

No  
Indikator / Butir 

Pernyataan  

Distribusi Tanggapan  
F  %  

SS  S  N  TS  STS  

1  Pendidikan formal (sekolah) 

itu tidak penting.  
22  56  22  0  0  

  

100  
100  

2  Pendidikan formal membantu 

memberi pengetahuan tentang 

pajak bumi dan bangunan.  

22  55  18  5  0  100  100  

3  Tinggi rendahnya pendidikan 

tidak  mempengaruhi 

kepatuhan kepatuhan dalam 

membayar pajak bumi dan 

bangunan.  

22  51  6  21  0  100  100  

4  Seseorang yang memiliki 

pendidikan yang lebih tinggi 

akan lebih memahami 

pentingnya membayar pajak, 

daripada seseorang yang 

memiliki pendidikan rendah.  

21  49  9  21  0  100  100  

Sumber: Data Diolah (2025)  

Dari analisis data yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa mayoritas 

responden menganggap pendidikan formal sebagai faktor penting dalam memahami 

dan memenuhi kewajiban perpajakan. Namun, terdapat variasi pendapat mengenai 

pengaruh tingkat pendidikan terhadap kepatuhan pajak. Sementara sebagian besar 
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responden setuju bahwa pendidikan formal memberikan pengetahuan yang 

dibutuhkan, tidak semua responden sepakat bahwa pendidikan yang lebih tinggi 

secara otomatis meningkatkan kepatuhan pajak. Hal ini menunjukkan bahwa faktor-

faktor lain, seperti pengalaman dan konteks sosial, juga memainkan peran penting 

dalam menentukan kepatuhan pajak individu.  

3. Sanksi Perpajakan  (X3)  

Berikut ini merupakan deskripsi frekuensi dari variabel Sanksi Perpajakan 

yang dirangkum pada tabel berikut :  

Tabel 4.6 Rekapitulasi Skor dan Distribusi Tanggapan Responden Variabel 

Sanksi Perpajakan  

No  
Indikator / Butir 

Pernyataan  

Distribusi Tanggapan  
F  %  

SS  S  N  TS  STS  

1  Saya sering mengalami 

keterlambatan dalam 

melaporkan pajak saya.  

22  70  7  1  0  100  100  

2  Sanksi yang ada saat ini sudah 

sesuai dengan pelanggaran 

yang dilakukan oleh Wajib 

Pajak.  

21  70  8  1  0  100  100  

3  Tingkat penerapan sanksi oleh 

otoritas pajak sudah cukup 

transparan dan adil.  

21  68  10  1  0  100  100  

4  Saya merasa bahwa adanya 

sanksi membuat saya lebih 

patuh dalam melaporkan dan 

membayar pajak.  

18  58  22  2  0  100  100  

5  Saya setuju bahwa 

penghapusan sanksi dapat 

memberikan kesempatan 

kedua bagi Wajib Pajak yang 

terlambat.  

20  70  8  1  1  100  100  

Sumber: Data Diolah (2025)  

Dari analisis di atas, terlihat bahwa sanksi perpajakan memiliki dampak 

yang signifikan terhadap perilaku Wajib Pajak di Indonesia. Keterlambatan 
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pelaporan pajak masih menjadi masalah yang perlu diatasi dengan peningkatan 

edukasi dan transparansi. Sanksi yang diterapkan saat ini dianggap sesuai oleh 

sebagian besar responden, namun perlu ada peninjauan kembali untuk situasi 

tertentu. Selain itu, transparansi dan keadilan dalam penerapan sanksi sangat 

penting untuk menjaga kepercayaan Wajib Pajak. Penghapusan sanksi juga dapat 

menjadi strategi yang efektif, tetapi harus dilakukan dengan bijak agar tidak 

merusak integritas sistem perpajakan.  

4. Kepatuhan Wajib Pajak (Y)  

Berikut ini merupakan deskripsi frekuensi dari variabel Kepatuhan Wajib  

Pajak yang dirangkum pada tabel berikut :  

Tabel 4.7 Rekapitulasi Skor dan Distribusi Tanggapan Responden Variabel 

Kepatuhan Wajib Pajak   

No  Indikator / Butir Pernyataan  
Distribusi Tanggapan  

F  %  
SS  S  N  TS  STS  

1  Saya telah mendaftarkan diri 

sebagai Wajib Pajak sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku.  

39  51  7  3  0  100  100  

2  Saya selalu menyampaikan Surat 

Pemberitahuan (SPT) tepat waktu 

setiap tahun.  

41  53  6  0  0  100  100  

3  Saya membayar pajak terutang 

tepat waktu sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku.  

45  47  8  0  0  100  100  

4  Saya memiliki kesadaran untuk 

membayar tunggakan pajak jika 

ada.  

44  48  7  1  0  100  100  

5  embayaran tunggakan pajak 

merupakan prioritas bagi saya.  
34  47  14  5  0  100  100  

Sumber: Data Diolah (2025)  

Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa 

tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia menunjukkan angka yang positif. 

Mayoritas responden telah mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, menyampaikan 
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SPT tepat waktu, dan membayar pajak terutang secara tepat waktu. Kesadaran 

untuk membayar tunggakan pajak juga menunjukkan angka yang signifikan, 

meskipun terdapat sebagian responden yang masih kurang setuju akan hal ini. 

Penelitian ini menunjukkan bahwa upaya pemerintah dalam meningkatkan 

kesadaran dan kepatuhan pajak telah membuahkan hasil, tetapi masih diperlukan 

langkah-langkah lebih lanjut untuk mengatasi tantangan yang ada dan 

meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kewajiban perpajakan.  

4.2 Analisis Data  

Berdasarkan data hasil kuesioner yang telah disajikan maka data kualitatif 

kuesioner tersebut dijadikan data bentuk kuantitatif berdasarkan kriteria yang sudah 

ditetapkan sebelumnya. Adapun data kuantitatif tersebut merupakan data mentah 

dari masing-masing variabel dalam penelitan ini. Dalam bagian ini, data-data yang 

telah dideskripsikan dari data-data sebelumnya yang merupakan deskripsi data akan 

dianalisis.   

Terdapat dua tahapan kelompok untuk menganalisis SEM-PLS yaitu analisis 

model pengukuran (outer model), yakni realibilitas dan validitas konstruk  

(construct reliability and validity) dan validitas diskriminan (discriminant validity). 

Selanjutnya analisis model struktural (inner model), yakni koefisien determinasi 

(R-square); F-square; pengujian hipotesis yakni pengaruh langsung (direct effect), 

pengaruh tidak langsung (indirect effect) dan total effect (Juliandi, 2018). Dalam 

metode (Partial Least Square) PLS teknik analisa yang dilakukan adalah sebagai  

berikut:  
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4.2.1 Analisis Model Pengukuran/Measurement Model Analysis (Outer 

Model)  

Outer model sering juga disebut (outer relation atau measurement model) 

yang mendefinisikan bagaimana setiap blok indikator berhubungan dengan variabel 

latennya. Model pengukuran (outer model) digunakan untuk menilai validitas dan 

realibilitas model. Cooper dan Schindler (Abdillah & Jogiyanto, 2015 Hal 32) 

menjelaskan bahwa uji validitas dilakukan untuk mengetahui kemampuan 

instrument penelitian mengukur apa yang seharusnya diukur dan uji reliablitas 

digunakan untuk mengukur konsistensi alat ukur dalam mengukur suatu konsep 

atau dapat juga digunakan untuk mengukur konsistensi responden dalam menjawab 

item pernyataan dalam kuesioner atau instrument penelitian. Analisis model 

pengukuran measurement model analysis menggunakan 2 pengujian, yaitu :  

realibilitas dan validitas konstruk (construct reliability and validity) dan validitas 

diskriminan (discriminant validity).  

4.2.1.1 Analisis Outer Model  

Teknik pengolahan data dengan menggunakan metode SEM berbasis PLS 

memerlukan 2 tahap untuk menilai fit model dari sebuah model penelitian 

(Ghozali). Salah satunya adalah analisis outer model. Analisis outer model 

digunakan untuk menguji pengukuran yang digunakan layak untuk dijadikan 

pengukuran yang valid. Ada beberapa indikator dalam analisis outer model, 

diantaranya convergent validity, discriminant validity, dan composite reliability.  

a. Convergent Validity  

Convergent validity dari sebuah model pengukuran dengan model reflektif 

indikator dinilai berdasarkan korelasi antara item score atau component score 

dengan construct score pada Loading Factor yang dihitung dengan PLS. Ukuran 
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reflektif dikatakan tinggi jika berkorelasi lebih dari 0,5 dengan konstruk yang ingin 

diukur. Berikut adalah gambar hasil kalkulasi model SEM PLS.  

  

  
Sumber: Diolah oleh penulis, 2025  

  

Gambar 4.1 Skema Penelitian Struktural SEM-PLS  

  

Hasil pengolahan dengan SmartPLS 3.00 dapat dilihat pada gambar 4.1 nilai 

outer model antara konstruk dengan variabel sudah memenuhi convergent validity 

karena indikator memiliki nilai validitas diatas 0,7. Pada gambar 4.1 menunjukkan 

nilai korelasi variable Tingkat Pendapatan, Tingkat Pendidikan, Sanksi Perpajakan 

dan  Kepatuhan Wajib Pajak menunjukkan bahwa nilai diatas berada di atas 0,7 

sehingga konstruk untuk beberapa variabel ada yang harus tidak ada yang 

dieleminasi dari model.   
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Tabel 4.8 Outer Loadings  

   
Kepatuhan  
 Wajib Pajak (Y)  

Sangksi   
Perpajakan (X3)  

Tingkat   
Pendapatan (X1)  

Tingkat   
Pendidikan (X2)  

X1.1        0.844     

X1.2        0.848     

X1.3        0.855     

X1.4        0.817     

X1.5        0.782     

X1.6        0.781     

X2.1           0.793  

X2.2           0.870  

X2.3           0.982  

X2.4           0.938  

X3.1     0.861        

X3.2     0.828        

X3.3     0.753        

X3.4     0.750        

X3.5     0.731        

Y1.1  0.787           

Y1.2  0.798           

Y1.3  0.701           

Y1.4  0.816           

Y1.5  0.844           

Sumber: Diolah Oleh Penulis, 2024  

  

Berdasarkan hasil perhitungan dan pengujian  validitas outer loading di atas 

diperolah hasil bahwa pengujian yang dilakukan pada 100 orang responden 

diperoleh hasil bahwa semua item pernyataan memenuhi standar validasi dengan 

nilai di atas 0.7 sehingga item pernyataan memenuhi standar validasi.  

4.2.1.2 Discriminant Validity  

Pada bagian ini akan diuraikan hasil uji discriminant validity. Uji 

discriminant validity menggunakan nilai cross loading. Suatu indikator dinyatakan 

memenuhi discriminan validity apabila nilai cross loading indikator pada 

variabelnya adalah yang terbesar dibandingkan dengan variabel lainnya (ghozali).  
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Berikut adalah nilai cross loading pada masing-masing indikator:  

Tabel 4.9 Cross Loading   

   
Kepatuhan Wajib 

Pajak (Y)  

Sangksi  
Perpajakan 

(X3)  

Tingkat  
Pendapatan  

(X1)  

Tingkat 

Pendidikan (X2)  

X1.1  0.606  0.021  0.844  0.130  

X1.2  0.576  0.008  0.848  0.021  

X1.3  0.533  0.051  0.855  0.045  

X1.4  0.599  0.078  0.817  0.001  

X1.5  0.583  0.021  0.782  0.172  

X1.6  0.592  0.139  0.781  0.040  

X2.1  0.030  0.221  0.033  0.793  

X2.2  0.033  0.461  0.063  0.870  

X2.3  0.135  0.440  0.095  0.982  

X2.4  0.068  0.498  0.101  0.938  

X3.1  0.072  0.861  0.074  0.461  

X3.2  0.078  0.828  0.007  0.459  

X3.3  0.022  0.753  0.028  0.461  

X3.4  0.023  0.750  0.057  0.697  

X3.5  0.065  0.731  0.036  0.250  

Y1.1  0.787  0.171  0.475  0.008  

Y1.2  0.798  0.036  0.583  0.007  

Y1.3  0.701  0.075  0.437  0.142  

Y1.4  0.816  0.047  0.568  0.172  

Y1.5  0.844  0.050  0.583  0.061  

Sumber: Diolah Oleh Penulis, 2025  

  

Berdasarkan data Tabel 4.7 diketahui bahwa masing-masing indikator pada 

variabel penelitian memiliki nilai cross loading terbesar pada variabel yang 

dibentuknya dibandingkan dengan nilai cross loading pada variabel lainnya. 

Berdasarkan hasil yang diperoleh tersebut, dapat dinyatakan bahwa 

indikatorindikator yang digunakan dalam penelitian ini telah memiliki discriminant 

validity yang baik dalam menyusun variabelnya masing-masing.  
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4.2.1.3 Construct Reliability and Validity  

 Validitas dan reliabilitas konstruk adalah pengujian untuk mengukur kehandalan 

suantu konstruk. Kehandalan skor konstruk harus cukup tinggi. Uji validitas 

dilakukan untuk mengetahui kemampuan instrumen penelitian mengukur apa yang 

seharusnya diukur (Abdillah & Jogiyanto, 2015 Hal 32).   

Uji reliablitas konstruk dapat dilihat dari nilai Cronbach’s alpha dan nilai 

composite reliability. Untuk dapat dikatakan suatu item pernyataan reliabel, maka 

nilai Cronbach’s alpha dan composite reliability harus > 0,6. Berikut ini hasil 

pengujian Cronbach’s alpha.  

Tabel 4.10 Hasil Cronbach’s Alpha  

   Cronbach's Alpha  

Kepatuhan Wajib Pajak (Y)  0.805  

Sangksi Perpajakan (X3)  0.796  

Tingkat Pendapatan (X1)  0.903  

Tingkat Pendidikan (X2)  0.929  

Sumber : Hasil Olahan SmartPLS, 2024  

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa konstruk reliabilitas pada 

Cronbach Alpha telah memenuhi kriteria yang nilainya diatas 0,6. Berdasarkan hal 

tersebut disimpulkan bahwa semua konstruk memiliki reliabilitas yang baik dan 

variabel Tingkat Pendapatan, Tingkat Pendidikan , Sanksi Perpajakan dan 

Kepatuhan Wajib Pajak memenuhi asumsi pengujian reliabilitas. Berikut ini hasil 

pengujian composite reliability.  

Tabel 4.11 Hasil Composite Reliability  

   Composite Reliability  

Kepatuhan Wajib Pajak (Y)  0.866  

Sangksi Perpajakan (X3)  0.822  

Tingkat Pendapatan (X1)  0.926  

Tingkat Pendidikan (X2)  0.944  

Sumber : Hasil Olahan SmartPLS, 2024  
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Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa konstruk reliabilitas pada  

Composite Reliability telah memenuhi kriteria yang nilainya diatas 0,6. 

Berdasarkan hal tersebut disimpulkan bahwa semua konstruk memiliki reliabilitas 

yang baik dan variabel Tingkat Pendapatan, Sanksi Perpajakan, Tingkat  

Pendidikan  dan Kepatuhan Wajib Pajak memenuhi asumsi pengujian reliabilitas.  

4.2.1.4 Discriminant Validity  

Ghozali (2013 Hal 212) menyatakan bahwa validitas diskriminan adalah 

sebagai suatu ujian dapat melakukan untuk diukur perbedaan dari dua variabel yang 

kemiripan dengan konseptual. Validitas diskriminan di nilai berdasarkan nilai AVE 

dengan korelasi antar konstruk atau variable laten. Variabel laten dikatakan 

memiliki validitas diskriminan yang tinggi jika nilai AVE (Average Variance  

Extracted) direkomendasikan ≥ 0,5.  

Tabel 4.12 Hasil Pengujian Average Variance Extracted  

   Average Variance Extracted (AVE)  

Kepatuhan Wajib Pajak (Y)  0.707  

Sangksi Perpajakan (X3)  0.519  

Tingkat Pendapatan (X1)  0.586  

Tingkat Pendidikan (X2)  0.518  

Sumber : Hasil Olahan SmartPLS, 2024  

 Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa nilai Average Variance Extracted 

telah memenuhi kriteria yang nilainya lebih dari 0,3. Berdasarkan hal tersebut dapat 

disimpulkan bahwa variabel penelitian memenuhi kriteria pengujian validitas 

diskriminan dan variabel Tingkat Pendapatan, Sanksi Perpajakan, Tingkat 

Pendidikan  dan Kepatuhan Wajib Pajak  telah memenuhi asumsi pengujian  

validitas diskriminan.  
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 Validitas diskriminan bertujuan untuk menilai suatu indikator dari suatu variabel 

konstruk adalah valid atau tidak, yakni dengan cara melihat Nilai Heterotrait - 

Monotrait Ratio Of Corelation (HTMT) < 0,90, maka variabel memiliki validitas 

diskriminan yang baik (valid) (Hair Jr et al., 2017).  

Tabel 4.13 Validitas Diskriminan  

   
Kepatuhan  

Wajib  
Pajak (Y)  

Sangksi  
Perpajakan 

(X3)  

Tingkat  
Pendapatan  

(X1)  

Tingkat  
Pendidikan 

(X2)  
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)              

Sangksi Perpajakan (X3)  0.153           

Tingkat Pendapatan (X1)  0.825  0.120        

Tingkat Pendidikan (X2)  0.126  0.714  0.113     

Sumber : SEM PLS (2025)  

  

Berdasarkan tabel di atas diperoleh hasil korelasi Heterotrait - Monotrait Ratio Of  

Corelation (HTMT) maka   

1. Variabel Tingkat Pendapatan dengan Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 0,853 <  

0,900, korelasi variabel Heterotrait-Monotrait Ratio Of Corelation (HTMT).  

Variabel Tingkat Pendapatan  dengan Sanksi Perpajakan  sebesar  sebesar  

0,120 < 0,900 korelasi Heterotrait - Monotrait Ratio Of Corelation (HTMT).  

Variabel Tingkat Pendapatan  dengan Tingkat Pendidikan sebesar 0,113 < 

0,900, korelasi Heterotrait - Monotrait Ratio Of Corelation (HTMT). Dengan 

demikian seluruh nilai korelasi Tingkat Pendapatan dinyatakan valid.  

2. Nilai korelasi Heterotrait - Monotrait Ratio Of Corelation (HTMT) variabel 

Kepatuhan Wajib Pajak  dengan Sanksi Perpajakan sebesar 0,153 < 0,900,  

Nilai korelasi Heterotrait - Monotrait Ratio Of Corelation (HTMT) variabel  

Kepatuhan Wajib Pajak dengan tingkat pendidikan  sebesar 0,126 < 0,900,   
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3. Nilai korelasi Heterotrait - Monotrait Ratio Of Corelation (HTMT) variabel 

Sanksi Perpajakan  dengan Tingkat Pendidikan sebesar 0,714< 0,900, dengan 

demikian seluruh nilai korelasi dinyatakan valid.  

  4.2.2 Analisis Model Struktural / Structural Model Analysis (Inner 

Model)  

  Analisis model structural menggunakan 3 pengujian, antara lain: R-

Square; F-Square dan Hypothesis Test: Berikut ini hasil pengujiannya:  

4.2.2.1 Hasil R-Square  

Kriteria dari R-Square adalah:  

1. Jika nilai (adjusted) = 0.75 → model adalah substansial (kuat);   

2. Jika nilai (adjusted) = 0.50 → model adalah moderate (sedang);  

3. Jika nilai (adjusted) = 0.25 → model adalah lemah (rendah)   

Tabel 4.14 Hasil Uji R-Square  

   R Square   R Square Adjusted   

Kepatuhan Wajib Pajak (Y)   0.515   0.500  

Sumber : Hasil Olahan SmartPLS, 2025  

Berdasarkan tabel diatas mengenai hasil pengujian nilai R-Square adjust 

diperoleh hasil bahwa model jalur adalah 0,500. Dengan kata lain kemampuan 

variabel X yaitu Tingkat Pendapatan, tingkat pendidikan  dan sangksi perpajakan 

dalam menjelaskan vaiabel Y yaitu Kepatuhan Wajiba Pajak adalah sebesar 50% 

dengan demikian model tergolong substansial (sedang).    
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4.2.2.2 Hasil Uji F-Square  

Pengukuran F-Square atau effect size adalah ukuran yang digunakan untuk 

menilai dampak relative dari suatu variabel yang mempengaruhi (eksogen) terhadap 

variabel yang dipengaruhi (endogen). Pengukuran (F-square) disebut juga efek 

perubahan, perubahan nilai saat variabel eksogen tertentu dihilangkan dari model, 

akan dapat digunakkan untuk mengevaluasi apakah variabel yang dihilangkan 

memiliki dampak substansif pada konstruk endogen (Juliandi, Manurung, &  

Sastriawan, 2016).   

Kriteria F-Square yaitu sebagai berikut:   

1. Jika nilai = 0.02 → Efek yang rendah dari variabel eksogen terhadap endogen.  

2. Jika nilai = 0.15 → Efek yang sedang dari variabel eksogen terhadap endogen.  

3. Jika nilai = 0.35 → Efek yang tinggi dari variabel eksogen terhadap endogen.  

Tabel 4.15 Hasil F-Square  

   
Kepatuhan  
Wajib Pajak (Y)  

Sangksi  
Perpajakan 

(X3)  

Tingkat  
Pendapatan  
(X1)  

Tingkat  
Pendidikan 

(X2)  
Kepatuhan  
Wajib Pajak (Y)  

            

Sangksi  
Perpajakan 

(X3)  
0.210           

Tingkat  
Pendapatan  
(X1)  

0.990           

Tingkat  
Pendidikan 

(X2)  
0.305           

Sumber : Hasil Olahan SmartPLS, 2025  

Berdasarkan tabel diatas mengenai nilai F-Square diperoleh hasil sebagai 

berikut:   
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1. Variabel Tingkat Pendapatan (X1) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) 

memiliki nilai 0,990  maka efek yang tinggi dari variabel eksogen 

terhadap endogen.  

2. Variabel Tingkat Pendidikan (X2) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) 

memiliki nilai 3,05 maka efek yang sedang  dari variabel eksogen 

terhadap endogen.  

3. Variabel Sanksi Perpajakan  (X3) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak  (Y) 

memiliki nilai 0,210 maka efek yang sedang dari variabel eksogen 

terhadap endogen.  

4.2.3 Pengujian Hipotesis   

Pengujian ini adalah untuk menentukan koefisien jalur dari model 

struktural. Tujuannya adalah menguji signifikansi semua hubungan atau 

pengujian hipotesis. Pengujian Hipotesis mengandung tiga analisis, antara lain:  

direct effect, indirect effect dan total effect.  

4.2.3.1. Pengaruh Langsung (Direct Effect)  

Tujuan analisis direct effect (pengaruh langsung) berguna untuk menguji 

hipotesis pengaruh langsung suatu variabel yang mempengaruhi (eksogen) 

terhadap variabel yang dipengaruhi (endogen) (Juliandi, 2018). Kriteria untuk 

pengujian hipotesis pengaruh langsung (direct effect) adalah sebagai berikut:  

1. Jika nilai koefisien jalur (path coefficient) adalah positif, maka pengaruh 

suatu variabel terhadap variabel lain adalah searah, jika nilai nilai suatu 

variabel meningkat/naik, maka nilai variabel lainnya juga 

meningkat/naik.  

2. Jika nilai koefisien jalur (path coefficient) adalah negatif, maka pengaruh 

suatu variabel terhadap variabel lain adalah berlawan arah, jika nilai nilai 
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suatu variabel meningkat/naik, maka nilai variabel lainnya akan 

menurun/rendah.   

Nilai probabilitas/signifikansi (P-Value): jika nilai P-Values < 0.05, maka 

signifikan dan jika nilai P- Values > 0.05, maka tidak signifikan (Juliandi et al.,  

2014).   

Tabel 4.16 Hasil Koefisien Jalur Pengaruh Langsung (Direct Effect)  

   
Original  
Sample (O)  

T Statistics 

(|O/STDEV|)  

P 
Value 
s  

Sangksi Perpajakan (X3) -> 

Kepatuhan Wajib Pajak (Y)  
0.569  2.560  0.010  

Tingkat Pendapatan (X1) -> 

Kepatuhan Wajib Pajak (Y)  
0.697  13.051  0.000  

Tingkat Pendidikan (X2) -> 

Kepatuhan Wajib Pajak (Y)  
0.369  2.613  0.009  

Sumber : Hasil Olahan SmartPLS, 2024  

Berdasarkan tabel diatas mengenai hasil koefisien jalur (path coefficient) 

diperoleh hasil bahwa seluruh nilai koefisien jalur adalah positif (dilihat pada 

Tstatistic), antara lain:   

1. Pengaruh Tingkat Pendapatan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak mempunyai 

koefisien jalur sebesar 13,051. Hasil ini menunjukkan bahwa jika semakin 

tinggi Tingkat Pendapatan, maka semakin tinggi pula Kepatuhan Wajib Pajak. 

Pengaruh tersebut mempunyai nilai probabilitas (p-values) sebesar 0,000 < 

0,05, dengan demikian Tingkat Pendapatan berpengaruh  positif dan signifikan 

terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.  

2. Pengaruh Tingkat Pendidikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak mempunyai 

koefisien jalur sebesar 2,613. Hasil ini menunjukkan bahwa jika semakin tinggi  

Tingkat Pendapatan seorang, maka semakin tinggi pula Kepatuhan Wajib Pajak.  
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Pengaruh tersebut mempunyai nilai probabilitas (p-values) sebesar 0,009 < 0,05, 

dengan demikian Tingkat Pendidikan berpengaruh  positif dan signifikan terhadap 

Kepatuhan Wajib Pajak.  

Pengaruh Sanksi Perpajakan  terhadap Kepatuhan Wajib Pajak mempunyai 

koefisien jalur sebesar 2,560. Hasil ini menunjukkan bahwa jika semakin tinggi  

Sanksi Perpajakan  seorang, maka semakin tinggi pula Kepatuhan Wajib Pajak. 

Pengaruh tersebut mempunyai nilai probabilitas (p-values) sebesar 0,010 < 0,05, 

dengan demikian Sanksi Perpajakan  berpengaruh  terhadap Kepatuhan Wajib 

Pajak.  

  

Sumber : Hasil Olahan SmartPLS, 2024  

Gambar 4.2 Hasil Path Analysis   
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4.3. Pembahasan  

4.3.1 Pengaruh Tingkat Pendapatan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak   

Hasil penelitian menunjukkan ada pengaruh Tingkat Pendapatan terhadap 

Kepatuhan Wajib Pajak, hal ini dibuktikan dengan hasil uji thitung sebesar 13,051 

dengan angka signifikan 0,000. Hal ini menunjukkan semakin tinggi Tingkat 

Pendapatan seseorang maka akan semakin tingggi pula Kepatuhan Wajib Pajak  

seseorang.  

Penelitian ini menemukan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara 

tingkat pendapatan terhadap kepatuhan wajib pajak PBB-P2 di Kecamatan Batang 

Serangan. Hasil analisis menunjukkan nilai thitung sebesar 13,051 dengan tingkat 

signifikansi 0,000. Ini berarti bahwa semakin tinggi tingkat pendapatan seseorang, 

semakin tinggi pula tingkat kepatuhan mereka dalam membayar pajak. Penemuan 

ini sejalan dengan teori ekonomi yang menyatakan bahwa individu dengan 

pendapatan lebih tinggi cenderung memiliki kesadaran pajak yang lebih baik dan  

lebih mampu memenuhi kewajiban perpajakan mereka (Zhang, 2020).  

Hubungan antara tingkat pendapatan dan kepatuhan wajib pajak dapat  

dilihat dari beberapa aspek. Pertama, individu dengan pendapatan yang lebih tinggi 

biasanya memiliki akses yang lebih baik terhadap informasi dan edukasi mengenai 

kewajiban perpajakan. Mereka cenderung lebih terpapar pada program-program 

sosialisasi yang diadakan oleh pemerintah atau lembaga terkait. Misalnya, di 

Kecamatan Batang Serangan, pemerintah setempat sering mengadakan seminar dan 

pelatihan tentang perpajakan yang dihadiri oleh wajib pajak dengan tingkat 

pendapatan yang lebih tinggi, sehingga meningkatkan pemahaman mereka 

mengenai pentingnya membayar pajak.  
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Kedua, individu dengan pendapatan yang lebih tinggi memiliki lebih banyak 

sumber daya untuk memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Mereka tidak hanya 

mampu membayar pajak tepat waktu, tetapi juga memiliki kecenderungan untuk 

membayar lebih dari yang diwajibkan sebagai bentuk kontribusi terhadap 

pembangunan daerah. Ketiga, ada faktor psikologis yang berperan dalam hubungan 

ini. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa orang-orang dengan pendapatan 

tinggi cenderung memiliki rasa tanggung jawab sosial yang lebih besar, yang 

mendorong mereka untuk memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Hal ini 

diperkuat oleh penelitian oleh Alm dan Torgler (2011), yang menemukan bahwa 

kepuasan hidup dan tingkat kepercayaan terhadap pemerintah berhubungan positif 

dengan kepatuhan pajak. Di Kecamatan Batang Serangan, banyak wajib pajak 

berpendapatan tinggi yang aktif dalam kegiatan sosial dan berpartisipasi dalam  

pembangunan komunitas, yang mencerminkan komitmen mereka terhadap  

tanggung jawab sosial.  

Penting untuk dicatat bahwa pengaruh tingkat pendapatan terhadap 

kepatuhan wajib pajak tidak dapat dipandang secara sepihak. Ada banyak variabel 

lain yang juga berkontribusi, seperti tingkat pendidikan, kesadaran hukum, dan 

pengaruh lingkungan sosial. Penelitian oleh Torgler (2007) menunjukkan bahwa 

pendidikan yang lebih tinggi berhubungan dengan kepatuhan pajak yang lebih baik, 

yang juga dapat berinteraksi dengan tingkat pendapatan. Oleh karena itu, meskipun 

terdapat hubungan yang signifikan, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk 

memahami faktor-faktor lain yang berperan dalam kepatuhan wajib pajak di 

Kecamatan Batang Serangan.  

Namun, pada penelitian yang dilakukan oleh (Umah & Riduwan, 2022)  

menyatakan bahwa tingkat pendapatan tidak berpengaruh positif terhadap 

kepatuhan wajib pajak. Dikemukakan bahwa wajib pajak orang pribadi tidak mau 
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membayar pajak pada tingkat penghasilan yang tinggi karena sesuai dengan 

ketentuan  Hal ini dapat disebabkan oleh banyak hal, salah satunya adalah 

ketidakpercayaan masyarakat terhadap pejabat yang mengelola. Ini karena banyak 

kasus korupsi yang berkaitan dengan uang pajak yang seharusnya digunakan untuk  

kemakmuran rakyat tetapi diselewengkan oleh pejabat negara itu sendiri.  

Kesimpulannya, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat pendapatan 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak PBB-P2 di 

Kecamatan Batang Serangan. Hal ini menegaskan pentingnya pendekatan berbasis 

pendapatan dalam merancang kebijakan perpajakan dan program-program 

sosialisasi yang dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pajak di kalangan 

masyarakat. Dengan memahami hubungan ini, pemerintah daerah dapat lebih 

efektif dalam meningkatkan penerimaan pajak dan mendukung pembangunan 

daerah.  

4.3.2 Pengaruh  Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak   

Hasil penelitian menunjukkan ada pengaruh Tingkat Pendidikan terhadap 

Kepatuhan Wajib Pajak , hal ini dibuktikan dengan hasil uji thitung sebesar 2,613 

dengan angka signifikan 0,009. Hal ini menunjukkan semakin tinggi Tingkat 

Pendidikan  maka akan semakin tingggi pula Kepatuhan Wajib Pajak.  

Pendidikan memiliki peranan yang sangat penting dalam membentuk sikap 

dan perilaku individu, termasuk dalam hal kepatuhan terhadap kewajiban 

perpajakan. Dalam konteks ini, penelitian yang dilakukan di Kecamatan Batang 

Serangan menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif antara tingkat pendidikan 

dan kepatuhan wajib pajak PBB-P2. Hasil uji t menunjukkan nilai thitung sebesar 

2,613 dengan angka signifikan 0,009, yang mengindikasikan bahwa semakin tinggi 

tingkat pendidikan seseorang, semakin tinggi pula kepatuhan mereka terhadap  
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kewajiban perpajakan.   

Beberapa teori mendukung hubungan ini, salah satunya adalah teori perilaku 

yang menyatakan bahwa individu yang lebih terdidik cenderung memiliki 

pemahaman yang lebih baik mengenai pentingnya membayar pajak. Menurut  

penelitian oleh Alm dan Torgler (2006), pendidikan dapat meningkatkan kesadaran 

individu akan tanggung jawab sosial mereka, termasuk kewajiban untuk membayar 

pajak. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Siti dan Rahman 

(2020) yang menemukan bahwa individu dengan pendidikan lebih tinggi lebih  

cenderung memahami manfaat dari pajak yang dibayarkan.  

Pemerintahan di Kecamatan Batang Serangan, penting untuk terus 

mendorong program-program pendidikan dan sosialisasi perpajakan yang dapat 

menjangkau masyarakat luas. Dengan meningkatkan pemahaman masyarakat 

mengenai pajak, diharapkan akan tercipta kesadaran yang lebih tinggi untuk  

memenuhi kewajiban perpajakan mereka.  

Banyak penelitian sebelumnya yang telah membahas pengaruh pendidikan 

terhadap kepatuhan wajib pajak. Salah satu penelitian yang relevan adalah yang 

dilakukan oleh Wibowo dan Setiawan (2018), yang menemukan bahwa ada 

hubungan signifikan antara tingkat pendidikan dan kepatuhan wajib pajak di Kota 

Yogyakarta. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa wajib pajak yang memiliki 

pendidikan tinggi cenderung lebih patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakan  

mereka.  

Penelitian lain oleh Kurniawan (2021), ditemukan bahwa pendidikan formal 

berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Sleman. 

Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi dan menunjukkan bahwa setiap 

peningkatan satu tingkat pendidikan dapat meningkatkan kepatuhan pajak sebesar 

15%. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian di Kecamatan Batang Serangan  
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yang menunjukkan adanya pengaruh positif antara pendidikan dan kepatuhan pajak.  

Selain itu, studi oleh Mardani (2020) di Provinsi Jawa Barat juga 

menunjukkan bahwa pengetahuan tentang pajak yang diperoleh melalui pendidikan 

formal berkontribusi terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini 

menekankan pentingnya pendidikan perpajakan dalam kurikulum pendidikan agar  

generasi mendatang lebih sadar akan kewajiban perpajakan mereka.  

Namun, penelitian yang dilakukan oleh (Vidyarto Nugroho, 2021) 

menunjukkan bahwa tingkat pendidikan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan 

wajib pajak. Dapat dikatakan bahwa tingkat pendidikan yang tinggi atau tidak tidak  

mempengaruhi apakah seorang wajib pajak menjadi patuh dalam menjalankan 

kewajiban mereka untuk membayar pajak. Jika membayar pajak adalah suatu 

kewajiban yang disadari, seorang wajib pajak pasti akan melakukannya dengan baik  

tanpa terpengaruh oleh tingkat pendidikannya.  

Melihat dari berbagai penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa tingkat 

pendidikan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di 

berbagai daerah di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa investasi dalam  

pendidikan tidak hanya bermanfaat bagi individu, tetapi juga bagi negara melalui  

peningkatan kepatuhan pajak.  

Kecamatan Batang Serangan perlu mengambil langkah-langkah strategis 

untuk meningkatkan tingkat pendidikan masyarakat, sehingga dapat berkontribusi 

pada peningkatan kepatuhan pajak. Program-program pendidikan yang melibatkan 

masyarakat, seperti pelatihan dan sosialisasi perpajakan, dapat menjadi solusi untuk  

meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak.  

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Kecamatan Batang 

Serangan, dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara 

tingkat pendidikan dan kepatuhan wajib pajak PBB-P2. Dengan nilai thitung 
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sebesar 2,613 dan angka signifikan 0,009, penelitian ini menunjukkan bahwa 

semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, semakin tinggi pula kepatuhan 

mereka dalam membayar pajak.  

Hal ini sejalan dengan berbagai penelitian terdahulu yang menunjukkan 

bahwa pendidikan berperan penting dalam membentuk kesadaran dan kepatuhan 

wajib pajak. Dengan meningkatkan tingkat pendidikan masyarakat, diharapkan 

akan tercipta kesadaran yang lebih tinggi mengenai pentingnya membayar pajak 

sebagai kontribusi terhadap pembangunan daerah dan negara.  

Kecamatan Batang Serangan perlu memperhatikan hasil penelitian ini dan 

mengambil langkah-langkah strategis untuk meningkatkan tingkat pendidikan 

masyarakat. Program-program pendidikan dan sosialisasi perpajakan dapat menjadi 

solusi yang efektif dalam meningkatkan kepatuhan pajak, sehingga pendapatan 

daerah dari sektor pajak dapat meningkat.  

Ke depan, penting bagi pemerintah daerah untuk terus memantau dan 

mengevaluasi pengaruh pendidikan terhadap kepatuhan pajak. Upaya kolaborasi 

antara instansi pendidikan, pemerintah, dan masyarakat sangat diperlukan untuk 

menciptakan lingkungan yang mendukung kesadaran perpajakan di kalangan 

masyarakat.  

4.3.3 Pengaruh Sanksi Perpajakan  Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak    

Hasil penelitian menunjukkan ada pengaruh sanksi perpajakan  terhadap 

kepatuhan wajib pajak, hal ini dibuktikan dengan hasil uji thitung sebesar 2,560 

dengan angka signifikan 0,010. Hal ini menunjukkan semakin tinggi sanksi 

perpajakan maka akan semakin tingggi pula Kepatuhan Wajib Pajak.  

Dalam konteks perpajakan, kepatuhan wajib pajak merupakan salah satu 

indikator penting yang menentukan efektivitas sistem perpajakan suatu negara. 
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Sanksi perpajakan, yang terdiri dari denda dan sanksi administratif, berfungsi 

sebagai alat untuk mendorong kepatuhan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk 

menganalisis pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak PBB-P2 

di Kecamatan Batang Serangan. Hasil penelitian menunjukkan adanya hubungan 

positif antara sanksi perpajakan dan kepatuhan wajib pajak, yang ditunjukkan 

dengan nilai thitung sebesar 2,560 dan tingkat signifikansi 0,010. Hal ini 

mengindikasikan bahwa semakin tinggi sanksi perpajakan, semakin tinggi pula 

tingkat kepatuhan wajib pajak.  

Sanksi perpajakan berfungsi sebagai deterrent effect, yang mendorong wajib 

pajak untuk memenuhi kewajibannya. Menurut penelitian oleh Alm dan Torgler 

(2011), sanksi yang lebih tinggi dapat meningkatkan kepatuhan, terutama di 

kalangan wajib pajak yang memiliki pemahaman yang baik tentang konsekuensi 

dari ketidakpatuhan. Dalam konteks Kecamatan Batang Serangan, penerapan sanksi 

yang tegas terhadap keterlambatan pembayaran PBB-P2 dapat menjadi motivasi 

bagi wajib pajak untuk tidak menunda pembayaran. Data dari Dinas Pendapatan 

Daerah menunjukkan bahwa setelah penerapan sanksi yang lebih ketat, terjadi 

peningkatan signifikan dalam tingkat kepatuhan wajib pajak.  

Beberapa penelitian sebelumnya telah menunjukkan pengaruh antara sanksi 

perpajakan dan kepatuhan wajib pajak. Misalnya, penelitian oleh Loo (2006) 

menemukan bahwa sanksi yang lebih berat berhubungan dengan peningkatan 

kepatuhan pajak di Malaysia. Penelitian ini menunjukkan bahwa ketika wajib pajak 

menyadari risiko dan konsekuensi dari ketidakpatuhan, mereka cenderung untuk 

lebih patuh terhadap kewajiban perpajakan mereka. Dalam konteks Indonesia, 
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penelitian oleh Sari dan Handayani (2020) juga menunjukkan hasil serupa, di mana 

penerapan sanksi administratif yang lebih ketat berkontribusi pada peningkatan 

kepatuhan pajak di beberapa daerah.  

Namun, penelitian yang dilakukan oleh (Esti Rizqiana & Wahyu, 2017) 

menunjukkan bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh positif terhadap 

kepatuhan wajib pajak. Ini karena adanya keringan-keringanan yang kemungkinan 

membuat wajib pajak tidak patuh, sanksi pajak yang diterapkan oleh fiskus tidak 

konsisten dan tidak tegas, dan bahwa sanksi pajak masih dianggap kecil oleh 

sebagian orang.  

Penting untuk dicatat bahwa sanksi bukanlah satu-satunya faktor yang 

memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Faktor lain seperti pendidikan perpajakan, 

kesadaran akan manfaat pajak, dan kualitas layanan perpajakan juga memainkan 

peran penting. Penelitian oleh Torgler (2007) menunjukkan bahwa kombinasi antara 

sanksi yang efektif dan pendidikan perpajakan dapat menciptakan lingkungan yang 

lebih kondusif untuk kepatuhan. Oleh karena itu, dalam konteks Kecamatan Batang 

Serangan, penting untuk tidak hanya mengandalkan sanksi, tetapi juga 

meningkatkan kesadaran dan pemahaman wajib pajak mengenai kewajiban mereka.  

Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa sanksi 

perpajakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak  

PBB-P2 di Kecamatan Batang Serangan. Hasil uji thitung yang menunjukkan nilai 

2,560 dengan tingkat signifikansi 0,010 mengindikasikan bahwa ada hubungan 

positif antara kedua variabel tersebut. Semakin tinggi sanksi yang diterapkan, 

semakin tinggi pula tingkat kepatuhan yang ditunjukkan oleh wajib pajak. Hal ini 
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sejalan dengan teori bahwa sanksi dapat berfungsi sebagai pendorong untuk 

mematuhi kewajiban perpajakan.  

Namun, sanksi saja tidak cukup untuk memastikan kepatuhan yang tinggi. 

Diperlukan pendekatan yang lebih holistik yang mencakup pendidikan perpajakan 

dan peningkatan layanan kepada wajib pajak. Dengan demikian, penguatan sanksi 

harus diimbangi dengan upaya untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran 

wajib pajak mengenai pentingnya kontribusi mereka terhadap pembangunan daerah 

melalui pembayaran pajak. Melalui pendekatan yang terintegrasi, diharapkan 

tingkat kepatuhan wajib pajak di Kecamatan Batang Serangan dapat terus 

meningkat di masa mendatang.  
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BAB V  

PENUTUP  

5.1 Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dibahas pada bab 

sebelumnya menunjukkan bahwa sebagian besar dari hasil penelitian berpengaruh 

signifikan antara variabel independen dan variabel dependen. Simpulan yang dapat 

diambil dari hasil analisis adalah:  

1. Tingkat Pendapatan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan 

Bangunan Pekotaan dan Perdesaan (PBB-P2) di Kecamatan Batang Serangan.  

2. Tingkat Pendidikan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan 

Bangunan Pekotaan dan Perdesaan (PBB-P2) di Kecamatan Batang Serangan.  

3. Sanksi perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan 

Bangunan Pekotaan dan Perdesaan (PBB-P2) di Kecamatan Batang Serangan.  

5.2 Saran  

Berdasarkan dari hasil simpulan yang diperoleh, maka penulis ingin memberikan 

saran bagi pihak yang berkepentingan yakni sebagai berikut:  

1. Pemerintah daerah perlu meningkatkan program edukasi dan sosialisasi 

mengenai pajak untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya 

membayar pajak.  

2. Penerapan sanksi perpajakan harus dilakukan secara adil dan transparan agar 

wajib pajak merasa dihargai dan termotivasi untuk patuh.  
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3. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk menggali faktor-faktor lain yang 

mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, seperti faktor sosial dan psikologis, serta 

untuk mengevaluasi efektivitas program-program yang telah diterapkan.   

5.3 Keterbatasan Penelitian  

Penelitian ini telah diusahakan dan dilaksanakan sesuai dengan prosedur 

ilmiah, namun demikian masih memiliki keterbatasan yaitu:  

1. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja dalam penelitian ini hanya terdiri dari 

3 variabel eksogen, yaitu Tingkat Pendapatan Tingkat Pendidikan dan sanksin 

perpajakan variabel intervening terdiri dari 1 variabel endogen yaitu Kepatuhan 

Wajib Pajak sedangkan masih banyak faktor lain yang mempengaruhi 

Kepatuhan Wajib Pajak seperti, pengetahuan, sosialasi dan lain sebagainya.   

2. Teknik pengolahan data dalam penelitian ini hanya menggunakan program 

software Smart PLS, dimana masih ada program software yang lainnya, yang 

digunakan untuk pengolahan data.   

3. Adanya keterbatasan penelitian dengan menggunakan data Kuisioner karena 

dikhawatirkan responden tidak benar-benar menjawab pernyataan dengan 

sungguh-sungguh dengan keadaan yang sebenarnya  
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LAMPIRAN  

Kuesioner Penelitian  

  

Para Responden Yang Terhormat,   

Sehubungan dengan penyelesaian tugas akhir sebagai Mahasiswa Program  

Strata Satu (S1) Universitas Muhammmadiyah Sumatera Utara, saya :   

Nama       : Dea Anjarwati Br. Tarigan  

NPM       : 2105170088  

Program Studi/Semester  : Akuntansi/VII  

Konsentrasi      : Perpajakan  

Fakultas      :Ekonomi Dan Bisnis   

Bermaksud melakukan penelitian ilmiah untuk menyusun skripsi dengan 

judul “Pengaruh Tingkat Pendapatan, Pendidikan Dan Sanksi Perpajakan 

Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Perkotaan Dan 

Perdesaan (PBB-P2) (Studi Kasus: Kecamatan Batang Serangan)”.  Untuk itu, 

saya sangat mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/i untuk menjadi responden 

dengan mengisi lembar kuesioner penelitian ini secara lengkap. Data yang diperoleh 

hanya akan digunakan untuk keperluan penelitian dan tidak digunakan sebagai 

pendataan ditempat Bapak/Ibu/Saudara/i tinggal, sehingga kerahasiaannya akan 

saya jaga sesuai dengan etika penelitian.   

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Tingkat Pendapatan, 

Pendidikan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi 

Dan Bangunan Perkotaan Dan Perdesaan di Kecamatan Batang Serangan.  

Perlu diketahui bahwa kuesioner ini hanya semata-mata untuk kepentingan 

akademik dan tidak untuk dipublikasikan secara umum. Atas kesediaan 

Bapak/Ibu/Saudara/I saya sampaikan terimakasih.   

Hormat Saya   

  

  

  

Dea Anjarwati Br. Tarigan  
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Petunjuk Pengisian Kuesioner  

1. Mohon lengkapi identitas responden dengan mengisi jenis kelamin, usia, 

pekerjaan, pendidikan terakhir dan nominal pendapatan.  

2. Pilihlah salah satu jawaban atas pertanyaan dilakukan dengan memberikan 

tanda checklist (√) pada kolom yang telah disediakan.  

3. Tidak ada jawaban yang salah, semua jawaban adalah benar. Untuk itu 

jawablah sesuai dengan keadaan yang anda alami.  

4. Responden dimohon untuk dapat menjawab semua pernyataan dengan 

keyakinan tinggi serta tidak mengosongkan satu jawaban pun dan tiap 

pernyataan hanya boleh ada satu jawaban.  

  

*Skala yang digunakan dalam menjawab pertanyaan adalah sebagai berikut:  

STS : Sangat Tidak Setuju  

TS : Tidak Setuju  

N : Netral  

S : Setuju  

SS : Sangat Setuju  

 Tingkat Pendapatan  

No.  Pernyataan  
 Pilihan   

SS  S  TS  STS  

1.  Tetap taat membayar pajak bumi dan 

bangunan meskipun memiliki pendapatan 

yang rendah.  

        

2.  Kemampuan wajib pajak dalam 

memenuhi pajak bumi dan bangunan 

terkait erat dengan besarnya penghasilan.  

        

3.  Besar kecilnya pendapatan saya tidak 

menghalangi saya dalam membayar pajak 

bumi dan bangunan.  
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4.  Sanggup membayar pajak bumi dan 

bangunan saat pendapatan rendah.  

        

5.  Pendapatan yang saya miliki adalah hasil 

dari pendapatan pokok.  

        

6.  Pendapatan yang saya peroleh dapat 

memenuhi kebutuhan utama dan juga 

memenuhi kewajiban seperti membayar 

pajak bumi dan bangunan.  

        

  

Tingkat Pendidikan  

No.  Pernyataan  
 Pilihan   

SS  S  TS  STS  

1.  Pendidikan formal (sekolah) itu tidak 

penting.  

        

2.  Pendidikan formal membantu memberi 

pengetahuan tentang pajak bumi dan 

bangunan.  

        

3.  Tinggi rendahnya pendidikan tidak 

mempengaruhi kepatuhan kepatuhan 

dalam membayar pajak bumi dan 

bangunan.  

        

4.  Seseorang yang memiliki pendidikan 

yang lebih tinggi akan lebih memahami 

pentingnya membayar pajak, daripada 

seseorang yang memiliki pendidikan 

rendah.  

        

  

Sanksi Perpajakan  

No.  Pernyataan  
 Pilihan   

SS  S  TS  STS  

1.  Saya sering mengalami keterlambatan 

dalam melaporkan pajak saya.  

        

2.  Sanksi yang ada saat ini sudah sesuai  

dengan pelanggaran yang dilakukan oleh 

Wajib Pajak.  

        

3.  Tingkat penerapan sanksi oleh otoritas 

pajak sudah cukup transparan dan adil.  

        

4.  Saya merasa  bahwa adanya sanksi 

membuat saya lebih patuh dalam 

melaporkan dan membayar pajak.  

        

5.  Saya setuju bahwa penghapusan sanksi  

dapat memberikan kesempatan kedua 

bagi Wajib Pajak yang terlambat.  
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 Kepatuhan Wajib Pajak  

No.  Pernyataan  
 Pilihan   

SS  S  TS  STS  

1.  Saya telah mendaftarkan diri sebagai 

Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan 

yang berlaku.  

        

2.  Saya  selalu  menyampaikan 

 Surat Pemberitahuan (SPT) tepat 

waktu setiap tahun.  

        

3.  Saya membayar pajak terutang tepat 

waktu sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku.  

        

4.  Saya  memiliki kesadaran untuk 

membayar tunggakan pajak jika ada.  

        

5.  Pembayaran tunggakan pajak merupakan  

prioritas bagi saya.  
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HASIL PENELTIAN SEM PLS 

Outer Model  

Outer Loadings  

   
Kepatuhan  
 Wajib Pajak (Y)  

Sangksi   
Perpajakan (X3)  

Tingkat   
Pendapatan (X1)  

Tingkat   
Pendidikan (X2)  

X1.1        0.844     

X1.2        0.848     

X1.3        0.855     

X1.4        0.817     

X1.5        0.782     

X1.6        0.781     

X2.1           0.793  

X2.2           0.870  

X2.3           0.982  

X2.4           0.938  

X3.1     0.861        

X3.2     0.828        

X3.3     0.753        

X3.4     0.750        

X3.5     0.731        

Y1.1  0.787           

Y1.2  0.798           

Y1.3  0.701           

Y1.4  0.816           

Y1.5  0.844           

  

Cross Loading   

   
Kepatuhan Wajib 

Pajak (Y)  

Sangksi  
Perpajakan 

(X3)  

Tingkat  
Pendapatan  

(X1)  

Tingkat 

Pendidikan (X2)  

X1.1  0.606  0.021  0.844  0.130  

X1.2  0.576  0.008  0.848  0.021  

X1.3  0.533  0.051  0.855  0.045  

X1.4  0.599  0.078  0.817  0.001  

X1.5  0.583  0.021  0.782  0.172  

X1.6  0.592  0.139  0.781  0.040  

X2.1  0.030  0.221  0.033  0.793  

X2.2  0.033  0.461  0.063  0.870  

X2.3  0.135  0.440  0.095  0.982  

X2.4  0.068  0.498  0.101  0.938  

X3.1  0.072  0.861  0.074  0.461  
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X3.2  0.078  0.828  0.007  0.459  

X3.3  0.022  0.753  0.028  0.461  

X3.4  0.023  0.750  0.057  0.697  

X3.5  0.065  0.731  0.036  0.250  

Y1.1  0.787  0.171  0.475  0.008  

Y1.2  0.798  0.036  0.583  0.007  

Y1.3  0.701  0.075  0.437  0.142  

Y1.4  0.816  0.047  0.568  0.172  

Y1.5  0.844  0.050  0.583  0.061  

 

Hasil Cronbach’s Alpha  

   Cronbach's Alpha   

Kepatuhan Wajib Pajak (Y)   0.805  

Sangksi Perpajakan (X3)   0.796  

Tingkat Pendapatan (X1)   0.903  

Tingkat Pendidikan (X2)   0.929  

  

Hasil Composite Reliability  

   Composite Reliability   

Kepatuhan Wajib Pajak (Y)   0.866  

Sangksi Perpajakan (X3)   0.822  

Tingkat Pendapatan (X1)   0.926  

Tingkat Pendidikan (X2)   0.944  

  

Hasil Pengujian Average Variance Extracted  

   Average Variance Extracted (AVE)  

Kepatuhan Wajib Pajak (Y)  0.707  

Sangksi Perpajakan (X3)  0.519  

Tingkat Pendapatan (X1)  0.586  

Tingkat Pendidikan (X2)  0.518  
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Validitas Diskriminan  

   
Kepatuhan  

Wajib  
Pajak (Y)  

Sangksi  
Perpajakan 

(X3)  

Tingkat  
Pendapatan  

(X1)  

Tingkat  
Pendidikan 

(X2)  
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)              

Sangksi Perpajakan (X3)  0.153           

Tingkat Pendapatan (X1)  0.825  0.120        

Tingkat Pendidikan (X2)  0.126  0.714  0.113     

  

Gambar Hasil Outer Model  
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Inner Model  

  

Hasil Uji R-Square  

   R Square    R Square Adjusted  

Kepatuhan Wajib Pajak (Y)    0.515  0.500  

  

  

Hasil F-Square  

   
Kepatuhan  
Wajib Pajak (Y)  

Sangksi  
Perpajakan 

(X3)  

Tingkat  
Pendapatan  
(X1)  

Tingkat  
Pendidikan 

(X2)  
Kepatuhan  
Wajib Pajak (Y)  

            

Sangksi  
Perpajakan 

(X3)  
0.210           

Tingkat  
Pendapatan  
(X1)  

0.990           

Tingkat  
Pendidikan 

(X2)  
0.305           

  

  

  

Hasil Koefisien Jalur Pengaruh Langsung (Direct Effect)  

   
Original  
Sample (O)  

T Statistics 

(|O/STDEV|)  

P 
Value 
s  

Sangksi Perpajakan (X3) -> 

Kepatuhan Wajib Pajak (Y)  
0.569  2.560  0.010  

Tingkat Pendapatan (X1) -> 

Kepatuhan Wajib Pajak (Y)  
0.697  13.051  0.000  

Tingkat Pendidikan (X2) -> 

Kepatuhan Wajib Pajak (Y)  
0.369  2.613  0.009  
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Sumber : Hasil Olahan SmartPLS, 2024  

Gambar Hasil Path Analysis   
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